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ABSTRAK 

 

 
Masyarakat kabupaten pringsewu yang terkenal religius dengan islam 

sebagai agama mayoritas penduduk. Letak Kabupaten Pringsewu merupakan 

salah satu jalur tersibuk di Propinsi Lampung menuju sejumlah propinsi di 

pantai barat sumatera membuat posisi Kabupaten Pringsewu sangat potensial 

untuk pengembangan sektor perdagangan dan jasa, baik usaha perdagangan 

kecil, menengah, maupun perdagangan besar. Pringsewu menjadi pasar 

produk air minum isi ulang kemasan berbasis rumahan yang begitu potensial 

menjadi incaran produsen dalam dan luar negeri. Berdasarkan hal tersebut, 

peneliti melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

sertifikasi halal dalam upaya pemenuhan kepuasan konsumen air minum isi 

ulang kemasan rumahan di kabupaten pringsewu. Mengingat produk yang 

tersedia di pasaran belum seluruhnya memiliki sertifikat halal dari lembaga 

BPJPH. Tujuan dari penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan 

pengaruh sertifikasi halal terhadap usaha air minum isi ulang kemasan 

rumahan dalam upaya pemenuhan kepuasan konsumen di kabupaten 

pringsewu, mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi sertifikasi 

halal terhadap usaha air minum isi ulang kemasan rumahan dalam upaya 

pemenuhan kepuasan konsumen di Kabupaten Pringsewu, dan 

mendeskripsikan persepsi konsumen terhadap penerapan sertifikasi halal 

pada usaha air minum isi ulang kemasan rumahan di Kabupaten Pringsewu. 

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan 

kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan yang digunakan sebanyak 

24 pelaku usaha dan konsumen di Kabupaten Pringsewu, skub Kecamatan 

Gadingrejo dan Kecamatan Ambarawa. 

Penelitian ini ditemukan bahwa penerapan sertifikasi halal belum 

berpengaruh secara positif pada usaha air minum isi ulang kemasan rumahan 

dalam upaya pemenuhan kepuasan konsumen di Kabupaten Pringsewu. Hal 

ini disebabkan beberapa faktor yang dimilikinya antara lain; belum adanya 

kesadaran halal pelaku usaha, tidak adanya sosialisasi sertifikasi halal dari 

pemerintah dan lembaga BPJPH, kurangnya pengetahuan dan pemahaman 

sertifikasi halal, terbatasnya permodalan, faktor kesibukan, hubungan yang 

kurang harmonis antar pelaku usaha, sertifikasi halal belum dianggap 

kebutuhan yang mendesak dan familiar, serta kurangnya kepedulian 

konsumen terhadap pelaku usaha dalam upaya penerapan sertifikasi halal. 

Kata kunci : sertifikasi halal, faktor-faktor sertifikasi halal, persepsi 

konsumen 
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ABSTRACT 

 

 
The people of Pringsewu district are well-known for being religious 

with Islam as the religion of the majority of the population. The location of 

Pringsewu Regency is one of the busiest routes in Lampung Province to a 

number of provinces on the west coast of Sumatra, making Pringsewu 

Regency very potential for the development of the trade and service sector, 

both small, medium and large trading businesses. Pringsewu is a market for 

home-based bottled refill drinking water products which has the potential to 

become the target of domestic and foreign producers. Based on this, 

researchers conducted research on the factors that influence halal certification 

in an effort to fulfill consumer satisfaction of home-packaged refill drinking 

water in Pringsewu district. Considering that not all of the products available 

on the market have a halal certificate from the BPJPH institution. The 

purpose of the research conducted was to describe the effect of halal 

certification on home bottled drinking water businesses in an effort to fulfill 

consumer satisfaction in Pringsewu district, to describe the factors that 

influence halal certification of home bottled refill drinking water businesses 

in an effort to fulfill consumer satisfaction in Pringsewu District, and 

describes consumer perceptions of the implementation of halal certification in 

home-packaged refill drinking water businesses in Pringsewu District. 

This research is a research that uses a descriptive qualitative approach. 

Data collection techniques used are observation, interviews, and 

documentation. The informants used were 24 business actors and consumers 

in Pringsewu Regency, Gadingrejo District and Ambarawa District. 

This study found that the implementation of halal certification has not 

had a positive effect on home-packaged refill drinking water businesses in an 

effort to fulfill consumer satisfaction in Pringsewu Regency. This is due to 

several factors, including; there is no awareness of halal business actors, there 

is no socialization of halal certification from the government and BPJPH 

institutions, lack of knowledge and understanding of halal certification, 

limited capital, busyness factors, less harmonious relations between business 

actors, halal certification has not been considered an urgent and familiar 

need, and lack of consumer concern for business actors in efforts to 

implement halal certification. 

 

Keywords: halal certification, halal certification factors, consumer 

perceptions 
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                  

   

 

 

Artinya : “Dan makanlah dari rizki yang halal yang baik yang telah 

diberikan oleh allah kepadamu. Dan bertakwalah kepada 

allah yang kepada-Nya kamu telah beriman “. (surah al-

maidah:88)
1
 

 

                                                           
1
 M. Said, Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim (Bandung : Al-Ma’arif, 1987), h. 111 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam mengajarkan setiap produk baik yang dimakan, 

diminum atau dikonsumsi oleh manusia, turut melibatkan 

kebersihan bathiniyah. Kebersihan lahir dan bathin perlu 

diutamakan dalam kehidupan muslim. Karena kedua faktor itu 

amat disukai Allah SWT. Prinsipnya, kebersihan makanan atau 

produk itu dituntut tidak terbatas kepada kebersihan lahiriyah 

semata. Ada rangkaian proses yang mesti dipatuhi mulai dari cara 

mendapatkan, cara menghidangkan, cara menggunakan dan 

seterusnya. Bahkan, sebelum membuat keputusan apakah suatu 

produk layak dimakan, diminum atau tidak, perlu 

mempertimbangkan lebih dari sekedar halal atau haram. 

Persoalan konsumsi baik makanan, minuman bagi umat 

muslim tidaklah sekedar ditempatkan sebagai aktifitas netral atau 

bersifat jasmaniah semata. Halal atau haram mengandung nilai-

nilai ritual atau ibadah sebagaimana diyakini para pemeluknya. 

Bentuk ibadah tersebut melalui pilihan pada makanan, minuman 

yang bersifat halal untuk dikonsumsi, maka konsumen muslim 

tentu perlu memilih dan mengandung nilai-nilai ritual atau ibadah 

sebagaimana diyakini para pemeluknya. Bentuk ibadah tersebut 

melalui pilihan pada makanan, minuman yang bersifat halal untuk 

dikonsumsi, maka konsumen muslim tentu perlu memilih setiap 

produk yang dikonsumsinya. 

Jaminan kepastian halal makanan, minuman atau produk, 

eksistensinya terlihat dalam bentuk sertifikat halal dan label halal 

pada kemasan produk. Dengan kata lain, untuk mengetahui 

informasi halal haram atas produk dapat diketahui melalui 

penggunaan label. Tanpa label (tanda) masyarakat sulit 

memastikan bahan mentah, komposisi dan proses yang dilalui 

produk itu, meskipun label hanya satu bagian saja dalam sistem 

pengawasan produk secara keseluruhan. Label halal hanya sekedar 



 
 

2 

keterangan yang diberikan untuk pemasaran dan bukan proses 

produksi. 

Dengan demikian, islam mewajibkan setiap muslim untuk 

menyelidiki dan memperhatikan dengan teliti dan hati-hati setiap 

makanan, minuman atau produk lain yang akan dikonsumsinya. 

Makanan yang baik yaitu semua jenis makanan yang menimbulkan 

selera untuk memakannya dan tidak ada nash yang 

mengharamkannya. Yang dimaksud dengan makanan adalah 

benda-benda yang biasanya difungsikan untuk makanan, baik 

untuk menguatkan badan, camilan atau obat-obatan.
1
 Sah menjual 

setiap barang yang suci, memiliki manfaat dan dimiliki.
1
 

Prospek ekonomi dan bisnis Indonesia sehubungan 

penerapan sertifikasi halal, memang diakui sebagai salah satu 

pangsa konsumen terbesar dengan kemampuan daya beli yang 

besar, tidak hanya menarik perhatian para pelaku bisnis nasional 

melainkan juga para pelaku bisnis internasional. Peluang Indonesia 

untuk menasuki dan berkompetisi dengan negara-negara lain dan 

para pelaku bisnis lainnya, harus dapat ditangkap dan 

dimanfaatkan dengan meningkatkan ekspor kesejumlah negara.
2
 

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, 

ditegaskan bahwa pokok - pokok pengaturan dalam Undang-

Undang ini antara lain adalah mengatur hak dan kewajiban pelaku 

usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha 

yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan dengan 

kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada 

kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah 

dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari produk. Tujuan peraturan ini adalah 

memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian 

ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengkonsumsi 

                                                           
1 Nailul Huda, Hamim HR, Habibi,Tausyeh Syarah Fath Al-Qorib (Kediri : 

Santri Salaf Press, 2021), h.425 
1 Ibid, h. 424 

 
2 Abdurrahman Konoras, Jaminan Produk Halal Di Indonesia Perspektif 

Hukum Perlindungan Konsumen (Depok : Rajagrafindo Persada, 2017), h. 97 
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dan menggunakan berbagai produk yang beredar dan 

diperdagangkan di pasaran.
3
 

Prospek penerapan sertifikasi halal dengan berlakunya 

ketentuan tentang jaminan produk halal dapat pula dipahami 

sebagai bagian dari kebijakan pemerintah melakukan positifikasi 

hukum islam sehingga adalah suatu hal yang wajar dan tepat 

apabila negara pemerintahanlah yang bertugas dan berwenang 

mengatur berbagi aspeknya. Peralihan tugas dan kewenangan bagi 

MUI, harus dipandang sebagai upaya mengantarkan arah yang 

ditangani oleh pemerintah dengan mengatur dan mengambil alih 

tugas dan kewenangan dalam sertifikasi halal. 

Dengan gencarnya BPJPH sebagai badan pemerintah di era 

dekadean ini menerapkan program SEHATI (Sertifikat Halal 

Gratis) atau self declare bagi pelaku Usaha Menengah dan Kecil 

(UMK) menjadi andalan pemerintah dalam membantu dan 

menuntaskan produk pangan yang belum memiliki sertifikat halal 

dengan label halal yang baru dan berbeda. Untuk memiliki 

sertifikat halal gratis yang diperuntukkan pelaku usaha menengah 

dan kecil, dengan syarat yang mudah hanya berupa Surat Ijin 

Berusaha (NIB) dari lembaga OSS atau dari kabupaten/kota 

setempat. Kenyataannya, dipasaran banyak produk yang beredar 

dan diperdagangkan yang belum semuanya terjamin kehalalannya. 

Sedangkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada 

belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum. 

Masyarakat selaku konsumen dihadapkan pada pilihan yang sulit 

manakala produk yang tersedia dipasaran kurang terjamin 

kualitasnya. 

Dari sisi sektor perdagangan akan ada banyak keuntungan 

bagi pelaku usaha industri, yaitu : 

1. Standar jaminan halal merupakan bentuk klaim bahwa barang 

produknya halal yang dapat dikategorikan sebagai produk yang 

bermutu dan higienis. 

                                                           
3 Ibid. hal. 64 
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2. Memberikan perlindungan bagi pelaku usaha industri lokal dari 

serangan perdagangan impor barang-barang luar negeri.
4
 

Peningkatan kesadaran beragama dalam masyarakat dalam 

mengonsumsi berbagai produk yang diperdagangkan, konsumen 

muslim semakin selektif dalam memilih produk yang digunakan, 

pasar konsumen Indonesia di dominasi konsumen muslim yang 

sangat besar. Memiliki dampak pada produsen dalam memasarkan 

produknya di Indonesia harus memperhatikan komposisi produk 

yang dijualnya sesuai dengan syariat islam. Firman Allah SWT 

dalam QS. Al-A’Raaf ayat 157 sebagai berikut : 

                  

                 

                

                       

                

               

 

Artinya :  “(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang 

ummi yang namanya mereka dapati tertulis di dalam 

Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang 

menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan 

melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan 

yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan 

mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan 

membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-

                                                           
4 Imam Masykoer Alie, Buku Pedoman Strategi Kampanye Sosial Produk 

Halal, (Jakarta : Ditjen Bimas dan Penyelenggaraan Haji Depag RI, 2003), hal. 4 
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belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang 

yang beriman kepadanya, memuliakannya, 

menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang 

diturunkan kepadanya mereka itulah orang-orang 

beruntung”.
5
 

 

Dalam surat yang lain QS An-Nahl ayat 114 Allah SWT 

berfirman : 

                    

           

Artinya : ”Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang 

telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat 

Allah , jika kamu hanya kepada-Nya saja 

menyembah”.
6
 

 

Dalam surat Al-Maidah ayat 90-91 Allah SWT berfiman : 

                   

                    

                     

                    

      

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya 

minuman keras, berjudi,berkurban untuk 

berhala,mengundi nasib dengan anak panah adalah 

                                                           
5 M. Said, Tarjamah Al-Qur’an Al-Karim (Bandung : Al-Maarif, 1987), hal. 

154 
6 Ibid, hal. 253 
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perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka 

jauhilah (perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan 

minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud 

menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara 

kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat 

Allah dan melaksanakan sholat, maka tidakkah kamu 

mau berhenti?” 

 

Ayat diatas, menegaskan bahwa semua minuman yang 

memabukkan walaupun terbuat dari apa saja, minuman apa saja 

yang memabukkan, hukumnya haram, baik sedikit ataupun 

banyak. Semua ahli kesehatan sependapat, baik dahulu maupun 

sekarang bahwa, minuman khamar itu banyak sekali mudharatnya 

dibandingkan manfaatnya. Allah tidak akan melarang sesuatu, 

kalau tidak berbahaya. Sudah tidak diragukan lagi bahwa minuman 

khamar itu berbahaya bagi kesehatan, akal fikiran dan urat syaraf, 

serta harta benda dan keluarga.
7
 

Berdasarkan teori geopolitik Frederich Ratzel,
8
 Dalam 

memperluas wilayah kedaulatan dimungkinkan suatu negara 

melakukan ekspansi, dan ekspansi yang diperkenankan adalah 

melalui perdagangan dan industri. Seperti RRC, Korea, Jepang 

dibidang perdagangan dan industri, terutama pada era perdagangan 

bebas dan Masyarakat Ekonomi Asia (MEA). 

Indonesia adalah salah satu negara mayoritas konsumennya 

beragama islam dan salah satu negara menjadi sasaran ekspansi 

negara-negara tersebut. Hal ini terlihat dengan membanjirnya 

barang-barang impor dari luar negeri yang beredar di Indonesia. 

Baik obat-obatan, kosmetik, makanan dan minuman. Barang-

barang tersebut bukanlah barang yang bersertifikat halal. 

Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Kantor PN-

PTSP Kabupaten Pringsewu, pelaku usaha yang memiliki laik 

higiene dimuat pada tabel berikut: 

                                                           
7 Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Tafsirnya Jilid I Zuz 1-3 (Jakarta : 

Sinergi Pustaka, 2012), hal. 322 
8 Tim Dosen Kewarganegaraan, Modul Pendidikan Kewarganegaraan Untuk 

Mahasiswa (Jakarta : Dikti, 2016), hal. 157 
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Tabel 0.1 

Laik Higiene Air Minum 

Bulan Januari s.d Mei 2020 Kabupaten Pringsewu 

No 
Tanggal 

Pendaftaran 

Nama 

Pemohon 

Nama 

Usaha 
No. Surat Izin 

Alamat 

Usaha 

1 15 Jan 2020 Pujianto 

Sidik 

ASI (Air 

Sumber 

Istimewa) 

503/002/I-HS-

DAM/D.14/2020 

Krawangsari 

RT. 001/004 

Ambarawa 

2 27 Feb 2020 Dadang 

Lesmana 

Bio Fresh 503/003/I-HS-

DAM/D.14/2020 

Darul 

Muhajirin 

RT. 04/01 

Pringsewu 

Utara 

3 15 Mar 2020 Diyanto Al-Faris 503/16/I-HS-

DAM/D/.14/2020 

Jl. Praptu 

Swarta 

Siliwangi 08 

Sukoharjo 

4 25 Feb 2020 Rino 

Haryono 

RN Water 

Oxy Plus 

503/018/005/I-

HS-

DAM/D.14/2020 

M. Ghardi 

Ambarawa 

5 19 Mei 2020 I Wayan 

Mangku 

Tuyo 

Kerawang 

503/005/I-HS-

DAM/D.14/2020 

M. Ghardi 

Ambarawa 

6 15 April 2020 Trimin 

Hastuti P. 

Air 

Kerawang 

Murni 

503/004/I-HS-

DAM/D.14/2020 

M. Ghardi 

Ambarawa 

7 11 Mei 2020 Ahmad 

Tohirin 

Air 

Kerawang 

503/004/I-HS-

DAM/D.14/2020 

Karangsari 

Ambarawa 

Sumber : Dinas Penanaman Modal PN-PTSP Kab. Pringsewu 

Berdasarkan Tabel 0.1 diatas, populasi pelaku usaha air 

minum isi ulang kemasan rumahan di Kabupaten Pringsewu yang 

sudah terdaftar dan memiliki izin laik higiene air minum pada 

Dinas Penanaman Modal Kantor PN-PTSP sebanyak 7 pelaku 

usaha. Sementara pelaku usaha yang lain belum melaporkan dan 

mendaftar pada kantor kedinasan tersebut. Disebabkan izin usaha 

mereka masih aktif dan belum habis masa berlakunya. Hal ini 

berdampak pada pelaku usaha dalam memasarkan produk yang 

dijualnya, bukan hanya dipandang dari segi kesehatan tetapi juga 

harus sesuai dengan syariat islam. 

Seiring dengan pesatnya media informasi yang diperoleh 

konsumen akan semakin banyak dan turut mempengaruhi pola 

konsumsi mereka. Penerapan sertifikasi produk halal di Indonesia 

dihadapkan pada kurangnya pemahaman sejumlah negara dan para 
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pelaku usaha asing terhadap ketentuan hukum yang mendasari 

berlakunya sertifikasi produk halal. 

Argumentasi proses pengurusan sertifikasi halal 

membutuhkan biaya tinggi, dengan demikian tidak dapat diterima 

sebagai argumen yang wajar. Sedangkan para pelaku usaha dalam 

memproduksi berbagai produk bersertifikasi halal, dapat 

membebankan biaya tersebut kepada konsumen sebagaimana salah 

satu prinsip ketentuan jaminan produk halal yang menekankan 

pentingnya efektivitas dan efisiensi. 

Penerapan sertifikasi halal di Indonesia akan berhadapan 

dengan persaingan bisnis baik di tingkat regional maupun global, 

mengingat produk ekspor dan impor Indonesia, khususnya produk 

makanan dan minuman semakin gencar memasuki pangsa pasar 

baru seperti negara-negara di kawasan Timur Tengah, Pakistan, 

India, Bangladesh, Iran, Turki dan sejumlah negara lainnya di 

benua Afrika dengan populasi yang besar. Penetrasi bisnis dalam 

rangka memperkuat ekspor produk dari Indonesia, tentunya akan 

mendapatkan kepercayaan dan perluasan konsumen di kawasan 

tersebut jika memiliki sertifikasi halal.
9
 

Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin 

mencantumkan label halal pada kemasan produk yang dikeluarkan 

pemerintah. Label halal ialah informasi tertulis yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari setiap kemasan produk yang 

dicantumkan dalam label kemasan sebagai jaminan behwa produk 

dalam kemasan tersebut tidak mengandung unsur haram untuk 

dimakan atau digunakan oleh umat islam sejalan dengan 

persyaratan halal.
10

 Produk halal berarti halal secara zatnya, halal 

cara memperolehnya, halal cara penyembelihannya, minuman 

yang tidak diharamkan, halal cara memperolehnya. Jadi, dalam 

islam hanya ada pengertian halal, tidak halal (haram), diragukan 

kehalalannya (syubhat) dan tidak ada pengertian dijamin 

                                                           
9 Abdurrahman Konoras, opcit, hal. 92 
10 Farid Wajdi, Jaminan Produk Halal di Indonesia Urgensi Sertifikasi dan 

Labelisasi Halal, (Depok : Rajagrafindo Persada, 2019), hal. 38 
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ditanggung halal 100% atau 90% dan seterusnya.
11

 Sertifikat halal 

adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh 

BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) berdasarkan 

fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI (UU Nomor 33 

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal).
12

 

Selain label halal terhadap produk seperti air minum dalam 

kemasan, kualitas pelayanan perusahaan terhadap konsumen 

merupakan bagian yang tak kalah pentingnya di dalam 

mempengaruhi keputusan konsumen untuk membeli sebuah 

produk tertentu. Dikatakan penting karena air merupakan 

kebutuhan bagi umat manusia, terlebih dipergunakan untuk 

dikonsumsi sebagai air minum. 

Air minum kemasan adalah merupakan air yang diperoleh 

dengan cara pengolahan, menggunakan teknologi mesin sehingga 

dapat mempermudah dan membantu manusia dalam memperoleh 

akan kebutuhan air. Kepraktisan depot air minum menjadikan 

masyarakat memilih menggunakan air minum tersebut 

dibandingkan dengan melalui memasak. Meningkatnya kebutuhan 

air minum isi ulang kemasan membuka peluang usaha pengisian 

air minum berskala industri rumahan. Hal ini dibuktikan dengan 

berkembangnya jumlah industri air minum isi ulang rumahan 

dimana-mana, ditengah-tengah masyarakat di Kabupaten 

Pringsewu. 

Mahalnya harga air minum isi ulang dalam kemasan dari 

berbagai merek terkenal, menjadikan konsumen bingung untuk 

menggunakan air minum isi ulang yang bermerek. Keresahan 

masyarakat akan tingginya harga air minum isi ulang kemasan 

bermerek, menyebabkan munculnya usaha air minum isi ulang 

rumahan (depot isi ulang) yang mendapatkan tanggapan baik oleh 

warga masyarakat. Harga air isi ulang rumahan yang jauh lebih 

murah dan terjangkau, terkadang mengabaikan kebersihan, 

kehigienisan dan kehalalan yang bertentangan dengan syariat islam 

                                                           
11 Ibid  
12 Ibid  
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sehingga dapat merugikan konsumen. Rata-rata harga air minum 

isi ulang berkisar Rp. 2.000,- hingga Rp. 5.000,- pergalon. 

Perwujudan pelaku usaha air minum isi ulang ini kemudian 

didukung oleh pemerintah Kabupaten Pringsewu guna membantu 

perekonomian masyarakat, terutama di bidang pembangunan 

ekonomi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 2004 

tentang Sumber Daya Air, dan diperkuat dengan PP Nomor. 122 

Tahun 2015, bahwa “Kewajiban untuk menyelenggarakan Sistem 

Penyediaan Air Minum (SPAM) menjadi tanggungjawab 

Pemerintah dan Daerah”
13

 Usaha air minum isi ulang kemasan 

rumahan terbesar di sembilan Kecamatan di Kabupaten 

Pringsewu.
14

 

Dalam perspektif ekonomi islam, prinsip halal dan haram 

dalam melakukan usaha atau bisnis apapun, sangatlah berpengaruh 

dalam menentukan sikap bagaimana seorang muslim seharusnya. 

Prinsip hidup seperti ini harus diperhitungkan oleh setiap 

pengusaha yang tertarik menggarap pasar muslim di Kabupaten 

Pringsewu yang begitu besar kepadatan penduduknya rata-rata 39 

jiwa/Ha, yang dengan luas wilayah sekitar 625,1478.876 jiwa. 

Secara administrasi, Kabupaten Pringsewu dibagi dalam 9 

Kecamatan dan memiliki 131 Desa/Kelurahan.
15

 Karena itu, 

pelaku usaha seharusnya memerlukan strategi pemasaran yang 

berbeda dan sesuai dengan prinsip-prinsip islam. 

Dengan populasi muslim terbanyak di Kabupaten 

Pringsewu, memiliki posisi strategis bagi dunia bisnis air minum 

isi ulang kemasan. Apabila memiliki legalitas izin yang 

bersertifikasi halal yang dikeluarkan LPPOM MUI (BPJPH), maka 

keputusan konsumen dapat terpenuhi. Penerapan sertifikasi halal 

sangat berpengaruh dalam menjamin usaha air minum isi ulang 

kemasan menjadi kenyataan. Jika iar minum yang halal dapat 

dikonsumsi oleh masyarakat, bukan hanya akan memiliki kepuasan 

                                                           
13 PUPR.Pringsewu.go.id diunggah 8 Oktober 2019 
14 Wawancara, dengan Daliman, pengusaha air minum isi ulang kemasan 

ambarawa, 23 April 2020 
15 https:://portal.nawasis.info2021 diunggah 6 Juni 2021 
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fisik, tetapi juga akan mendapatkan keberkahan dan kepuasan 

rohani. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT. Dalam surat Al-

An’am ayat 160 yaitu : 

                           

               

Artinya : “Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka 

baginya pahala sepuluh kali lipat amalannya, dan 

barang siapa yang membawa perbuatan jahat maka 

dia tidak diberi penjelasan, melainkan seimbang 

dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak 

dianiaya (dirugikan).” 

 

Dari ayat diatas, maka halal adalah bagian dari gaya hidup 

yang telah diatur dalam ajaran islam. Tujuannya pasti untuk 

kebaikan manusia. Halal yang dimaksud adalah meliputi halal 

haram dalam subtansinya, cara mendapatkannya, proses 

pembuatanya maupun cara penyajiannya. 

Penerbitan UU JPH, memberikan manfaat bagi masyarakat 

muslim dan pemerintah, bukan pula sebatas memberikan jaminan 

dan perlindungan terhadap produk dan bahan yang digunakan 

bersifat halal, tetapi juga memberikan peluang pasar keluar negeri. 

Bila produk yang sudah bersertifikat halal secara Undang-Undang, 

maka masyarakat dan para konsumen akan menjadi aman dan 

nyaman  karena terbebas dari makanan, minuman yang haram. 

Selain itu, persepsi konsumen akan menjadi lebih positif, tidak ada 

rasa keraguan dalam membeli produk atau barang yang 

dikonsumsinya. 

Kondisi dilapangan, cukup memprihatinkan. Pelaku usaha 

dan konsumen belum mendapat proteksi yang wajar, sosialisasi 

jaminan produk halal terutama pada usaha kecil dan menengah 

belum tercapai secara maksimal. Masih banyaknya persepsi 

konsumen yang kontra menjadi masalah yang perlu diurai, agar 

tidak menjadi benang yang kusut. Beralihnya kewenangan MUI 
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melalui LPPOM MUI kepada lembaga BPJPH dalam 

mengeluarkan dan menangani sertifikat produk halal juga 

menimbulkan pro dan kontra, terutama dalam hal logo halal 

masih tanda tanya. Penyuluhan-penyuluhan JPH pada masyarakat 

kelas menengah ke bawah oleh penyuluh agama, lembaga 

organisasi islam baik dari Nahdhatul Ulama (NU), maupun 

Muhammadiyah belum tersentuh dengan baik. Padahal 

memperoleh sertifikat halal yang berbayar dan gratis bagi 

produsen atau pelaku usaha, juga jaminan pada konsumen 

muslim merupakan perwujudan hak konstitusional. Akses produk 

halal mestinya dijamin oleh konstitusi. Pemerintah hendaknya 

mampu memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan syariat 

agama warganya. Mencermati proses dan mekanisme 

mendapatkan sertifikat halal yang berlaku selama ini dirasakan 

sangat memberatkan bagi kebanyakan produsen, khususnya 

kelompok usaha kecil dan menengah. 

Fakta yang dapat mengakses sertifikasi halal itu hanya 

kalangan pelaku besar saja merupakan sesuatu yang tak 

terbantahkan. Jika ingin mempertahankan sertifikat halal, 

pemerintah melalui lembaga BPJPH harus melakukan debirokrasi 

akses yang cenderung mengedepankan pada pengusaha kelas 

menengah dan kecil. Setidaknya kemudahan izin berusaha (NIB) 

menuju program sertifikat halal gratis menjadi solusi yang tepat 

dalam mengantarkan kehidupan masyarakat tidak terlalu banyak 

kandungan musytabihat-Nya atau terlebih-lebih muatan haramnya. 

Faktor-faktor penerapan sertifikasi halal bagi pelaku usaha 

menengah dan kecil kemungkinan besar masih banyak mengalami 

kendala-kendala serta hambatan yang mereka hadapi, termasuk 

pada usaha air minum isi ulang kemasan rumahan di Kabupaten 

Pringsewu. 

Pada sisi lain, para konsumen baik dipasar nasional maupun 

internasional dewasa ini semakin kritis, menuntut standarisasi 

produk yang semakin tinggi dan kompleks, yang tidak hanya 

menyangkut aspek mutu, kesehatan, dan lingkungan, akan tetapi 

juga menuntut aspek sosial budaya dan agama. 
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Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan 

pengkajian penelitian mendalam tentang “Faktor-Faktor Yang 

Mempengaruhi Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan 

Kepuasan Konsumen (Studi Pada Perusahaan Air Minum Isi Ulang 

Kemasan Rumahan Di Kabupaten Pringsewu)”. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Judul penelitian “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi 

Sertifikasi Halal Dalam Upaya Pemenuhan Kepuasan Konsumen 

(Studi Pada Perusahaan Air Minum Isi Ulang Kemasan Rumahan 

Di Kabupaten Pringsewu)”, memiliki alasan sebagai berikut : 

1. Alasan Objektif 

a. Perkembangan usaha air minum kemasan rumahan di 

Kabupaten Pringsewu semakin pesat, karena setiap hari 

masyarakat mengkonsumsi untuk kebutuhan hidup. Harga 

yang murah dan terjangkau di kalangan menengah 

kebawah menjadi solusi berdirinya usaha air minum isi 

ulang rumahan. Disamping itu, dukungan pemerintah 

Kabupaten Pringsewu turut membantu perekonomian 

masyarakat terutama dalam bidang pembangunan ekonomi 

sesuai dengan UU Nomor. 7 Tahun 2004 tentang Sumber 

Daya Air, dan diperkuat dengan PP Nomor. 123 Tahun 

2015 tentang Usaha Air Minum Isi Ulang Kemasan. Usaha 

air minum isi ulang kemasan rumahan di Kabupaten 

Pringsewu lebih banyak dikelola oleh perorangan daripada 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dan masuk dalam 

kategori usaha kecil dan menengah masih tetap 

berkembang serta berjalan dengan baik sampai sekarang. 

Kabupaten Pringsewu sebagai pintu gerbang penghubung 

antar propinsi di Lintas Barat begitu ramai dan sangat 

potensial dalam perdagangan besar dan kecil termasuk 

dalam pengembangan air minum isi ulang. Oleh karena itu, 

sudah selayaknya untuk diteliti lebih lanjut dan mendalam. 

Bagaimana fenomena bisnis air minum tersebut dalam 
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kaitannya dengan penerapan sertifikasi halal dalam 

mencapai kepuasan konsumen sesuai dengan syariat islam. 

b. Aktivitas bisnis air minum isi ulang dalam kemasan yang 

bersertifikat halal telah digalakkan oleh pemerintah melalui 

lembaga BPJPH dan MUI sebagai Fatwa MUI, dan 

berbagai pihak yang terkait, bahkan Pemerintah Daerah 

terus mendorong adanya kepemilikan sertifikat halal bagi 

para pelaku usaha, ternyata belum menunjukkan perubahan 

yang positif. Pelaku usaha masih banyak yang belum 

familier untuk mendaftarkan produknya guna memiliki 

sertifikat halal, disamping karena tingkat pemahaman dan 

kesadaran halal yang masih rendah memungkinkan 

penerapan sertifikasi halal juga belum berpengaruh di 

Kabupaten Pringsewu, Skub Kecamatan Gadingrejo dan 

Kecamatan Ambarawa, menjadi layak untuk diteliti serta 

dianalisis. 

2. Alasan Subjektif 

a. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 

sertifikasi halal dalam upaya pemenuhan kepuasan 

konsumen, studi pada perusahaan air minum isi ulang 

kemasan rumahan di Kabupaten Pringsewu dalam kaitan 

dengan bisnis atau usahanya, sistem usaha air minum 

kemasan dalam upaya pemenuhan kepuasan konsumen 

sangat memungkinkan untuk diteliti, karena yang menjadi 

informan sudah sangat jelas, yaitu para pelaku usaha dan 

konsumen. 

b. Judul tesis ini relevan dengan bidang keilmuan penulis 

pada program Magister Ekonomi Syariah. 

 

C. Batasan Masalah 

1. Penelitian ini difokuskan pada faktor-faktor yang 

mempengaruhi sertifikasi halal dalam upaya pemenuhan 

kepuasan konsumen air minum isi ulang kemasan rumahan di 

Kabupaten Pringsewu, dan sistem bisnis usaha air minum isi 
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ulang kemasan rumahan dalam upaya pemenuhan kepuasan 

konsumen. 

2. Subjek penelitiannya adalah para pelaku usaha air minum isi 

ulang kemasan rumahan di Kabupaten Pringsewu yang sudah 

memiliki izin usaha baik dari Dinas Kesehatan, Dinas 

Penanaman Modal PN-PTSP, maupun surat izin dari lembaga 

BPJPH. 

3. Objek penelitiannya adalah para konsumen air minum isi 

ulang kemasan rumahan di Kabupaten Pringsewu. 

 

D. Rumusan Masalah 

Penelitiannya yang dilakukan memiliki rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh sertifikasi halal usaha air minum isi ulang 

kemasan rumahan dalam upaya pemenuhan kepuasan 

konsumen di Kabupaten Pringsewu? 

2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi setifikasi halal 

usaha air minum isi ulang kemasan rumahan dalam upaya 

pemenuhan kepuasan konsumen di Kabupaten Pringsewu? 

3. Bagaimana persepsi konsumen penerapan sertifikasi halal 

pada usaha air minum isi ulang kemasan rumahan di 

Kabupaten Pringsewu. 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan pengaruh sertifikasi halal usaha air 

minum isi ulang kemasan rumahan dalam upaya pemenuhan 

kepuasan konsumen di Kabupaten Pringsewu. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi 

sertifikasi halal usaha air minum isi ulang kemasan rumahan 

dalam upaya pemenuhan kepuasan konsumen di Kabupaten 

Pringsewu. 
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3. Untuk mendeskripsikan persepsi konsumen penerapan 

sertifikasi halal pada usaha air minum isi ulang kemasan 

rumahan di Kabupaten Pringsewu. 

 

F. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis, adalah memberikan pemahaman dan 

pengetahuan tentang pengaruh sertifikasi halal, faktor-faktor 

yang mempengaruhi sertifikasi halal, dan persepsi konsumen 

penerapan sertifikasi halal air minum isi ulang kemasan 

rumahan di Kabupaten Pringsewu oelh lembaga Badan 

Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

2. Secara akademis, adalah menambah khasanah ilmu 

pengetahuan dan pustaka islam terutama dalam bidang ekonomi 

syariah (islam). 
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BAB II 

KAJIAN TEORI FAKTOR-FAKTOR YANG 

MEMPENGARUHI SERTIFIKASI HALAL DALAM 

UPAYA PEMENUHAN KEPUASAN 

KONSUMEN 

 

A. Landasan Teori Sertifikasi Halal 

Pada zaman era globalisasi yang berkembang saat ini, proses 

pengolahan makanan dan minuman serta obat-obatan dan 

kosmetika telah melibatkan proses yang kompleks dan 

mengandung bahan pencampur yang beraneka ragam, sehingga hal 

ini menjadi hal yang tidak sederhana lagi dan tentunya sangat 

rawan. Produk pangan sendiri, terdapat berbagai jenis. Banyaknya 

jenis pangan yang siap saji, maupun olahan diolah secara modern 

dan tradisional. Dalam produksi pengolahan pangan misalnya, 

banyak digunakan gelatin, enzim, lemak hewani, bahan baku 

berbasis daging dan sebagainya. Sementara air dalam kemasan 

atau air mineral terletak pada proses penyaringan air. Karbon 

aktif yang dipakai dalam penyaringan air dapat berasal dari 

berbagai sumber antara lain dari batok buah kelapa, briket atau 

batu bara, kayu dan tulang hewan.
16

 Bermacam-macam produk 

sedemikian deras menyerbu dan membanjOiri pasar pangan kita. 

Sangat tidak mustahil kalau industri pangan yang kemungkinan 

besar adalah haram.
17

 Karena dibuat atau mengandung bahan yang 

diharamkan, atau berasal dari hewan halal yang tidak disembelih 

sesuai syariat islam. Sejak awal dari proses produksi, kehalalan 

suatu produk harus diperhatikan. 

Dinyatakan dalam dasar negara kita yaitu Pancasila, bahwa 

Indonesia adalah negara yang beragama. Di Indonesia terdapat 

berbagai macam agama serta keyakinan yang dianut oleh 

penduduk Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 29 Ayat (2) disebutkan : 

                                                           
16 Fadhlan Mudhafier, A.F.Wibisono, Makanan halal, kebutuhan umat dan 

kepentingan pengusaha (Jakarta : Zakia Press, 2005), h. 31-32 
17 Ibid, h. 18 
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“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya itu”
18

 Untuk menjamin setiap 

pemeluk agama beribadah dan menjalankan ajaran agamanya, 

Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan 

tentang kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan 

masyarakat. Oleh karena itu, jaminan penyelenggaraan produk 

halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan 

dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam 

mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai 

tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk 

halal.
19

 

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 Huruf 

c tentang Perlindungan Konsumen, bahwa konsumen berhak atas 

informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan 

jaminan barang dan/atau jasa.
20

 Salah satunya yang dituangkan 

dalam peraturan mengenai penerbitan adalah sertifikasi halal. 

Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan atau proses 

yang dilakukan untuk memenuhi atau mencapai standar tertentu. 

Tujuan akhir dari sertifikasi halal yaitu adanya pengakuan secara 

legal formal bahwa produk yang dikeluarkan telah memenuhi 

ketentuan halal. Setiap pelaku usaha yang akan mencantumkan 

label halal pada kemasannya harus mendapatkan sertifikat terlebih 

dahulu. Penentuan sertifikat halal sangat diperlukan sebagaimana 

prinsip-prinsip agama Islam, bahasa halal dan haram merupakan 

hal yang paling penting dalam syariat Islam, dan juga termasuk 

dalam substansi hukum Islam. Hal ini menuntut masyarakat untuk 

mengetahui kejelasan informasi tentang tingkat kehalalan pangan 

itu sendiri, sebagaimana bentuk jaminan keamanan kaum muslim. 

Disitulah pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk. 

                                                           
18 Undang-undang Jaminan Produk Halal, UU RI No. 33 Tahun 2014, (Jakarta 

: Sinar Grafika, 2015), h. 26 
19 Ibid  
20 Farid Wajdi, opcit, h. 138 
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Selama ini (BPJPH) maupun dahulu (LPPOM MUI), 

sertifikat halal masih belum sepenuhnya efektif dalam 

melindungi konsumen muslim, karena sesuai peraturan yang 

berlaku sebelumnya, permohonan sertifikasi halal produk oleh para 

pelaku usaha hanya bersifat sukarela. Kepedulian pelaku usaha 

terhadap sertifikasi halal masih terbatas pada pelaku usaha yang 

berskala besar. Sedangkan pelaku usaha kecil dan menengah 

belum menjadikan sertifikasi halal sebagai hal yang utama. Bagi 

pelaku UMKM sendiri, masih ada beberapa produk pangan 

olahan, diantaranya olahan rumah tangga yang belum berlabel 

halal dan hanya menggunakan nomor P-IRT (Pangan Industri 

Rumah Tangga), termasuk usaha air minum isi ulang kemasan 

rumahan hanya menggunakan kelayakan uji Laboratorium Laik 

Higiene air yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Baik itu yang 

dijual di toko kecil, warung, minimarket maupun rumah tangga. 

Hanya dengan mencantumkan label P-IRT dan kelayakan Uji 

Laboratorium air minum pada kemasan produk makanan dan 

minuman sudah membuat konsumen merasa aman, karena bagi 

konsumen, sudah ada label tersebut sudah memberikan rasa aman 

karena sudah melewati proses uji kesehatan. 

Kewajiban sertifikasi halal untuk semua makanan dan 

minuman ini dengan tegas dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, yang berbunyi 

:”Produk yang masuk, beredar dan diperdagangakan di wilayah 

Indonesia wajib bersertifikat halal”.
21

 Artinya bahwa para pelaku 

usaha yang produk-produknya diperdagangkan di Indonesia wajib 

bersertifikat halal dan tertera label/logo halal pada kemasannya, 

mutlak diperlukan sebagai payung hukum yang kuat bagi 

pemerintahan yang berwenang untuk mengatur produk halal di 

Indonesia. 

Setiap muslim sudah barang tentu ingin mengonsumsi 

makanan yang halal dan thayyib (baik), terlepas dari apakah 

makanan itu dibuat sendiri atau beli jadi. Agama islam 

                                                           
21 Undang-undang Jaminan Produk Halal, UU RI No. 33 Tahun 2014, opcit, h. 
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memerintahkan pada seluruh umat Muhammad SAW untuk 

senantiasa dalam ketakwaan.
22

 Demikian salah satu dari firman 

Allah SWT dalam (QS.4:131). Perintah ini juga diberlakukan pada 

saat mereka menjalankan aktivitas makan, sebagaimana 

dimaksudkan oleh salah satu firmannya dalam (QS.5:88). Dari 

penggalan kedua ayat itu, bahwa kaum muslimin diperintahkan 

untuk senantiasa bertakwa, baik ketika hendak, sedang maupun 

makan. Dan ketakwaan menyebabkan diperolehnya “furqon”, 

yaitu petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan 

bathil, atau bisa juga berarti pertolongan.
23

 

Adapun pokok-pokok pengaturan dalam Undang-Undang 

RI Nomor 33 Tahun 2014 antara lain sebagai berikut :
24

 

1. Untuk menjamin ketersediaan produk halal, ditetapkan bahan 

produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari 

bahan hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang 

dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses 

rekayasa genetik. 

2. Mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan 

pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk 

dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan dengan 

kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal 

pada kemasan produk atau pada bagian tertentu dari produk 

yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. 

3. Dalam rangka memberikan pelayanan publik, pemerintah 

bertanggungjawab dalam menyelenggarakan JPH (Jaminan 

Produk Halal) yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH. 

Dalam menjalankan wewenangnya, BPJPH bekerjasama 

dengan kementerian dan/atau lembaga terkait, MUI dan LPH. 

                                                           
22 Fadhlan Mudhafier, A.F. Wibisono, opcit, h. 127 
23 Ibid, h. 127-128 
24 Undang-undang Jaminan Produk Halal, UU RI No. 33 Tahun 2014, opcit, h. 

27-29 
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4. Tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan 

permohonan sertifikat halal pelaku usaha kepada BPJPH. 

Selanjutnya, BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan 

dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk 

dilakukan oleh LPH. LPH tersebut harus memperoleh 

akreditasi dari BPJPH yang bekerjasama dengan MUI. 

Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui 

sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan penetapan 

halal produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH 

menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan 

halal produk dari MUI. 

5. Biaya sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang 

mengajukan permohonan sertifikat halal. Dalam rangka 

memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan JPH, Undang-

Undang ini memberikan peran bagi pihak lain seperti 

Pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, 

Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan, 

asosiasi, dan komunitas untuk memfasilitasi biaya sertifikasi 

halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK). 

6. Dalam rangka menjamin pelaksanaan penyelenggaraan JPH, 

BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH; masa berlaku 

sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label halal, 

pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat 

dan alat, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, 

pendistribusian, penjualan, serta penyajian antara produk halal 

dan tidak halal, keberadaan penyelia halal, dan/atau kegiatan 

lain yang berkaitan dengan JPH. 

7. Untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran 

Undang-Undang ini, ditetapkan sanksi administrasi dan sanksi 

pidana. 

1. Pengertian Sertifikasi Halal 

Kemajuan teknologi yang semakin canggih telah 

menciptakan aneka olahan yang kehalalannya diragukan. 
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Dampak kehalalan dan keharaman sebuah produk sering kali 

tidak jelas karena bercampur aduk dengan bahan yang 

diragukan kehalalannya. Maka diperlukan regulasi yang 

jelas guna melindungi konsumen muslim atas kehalalan 

suatu produk baik makanan, minuman, kosmetika, maupun 

obat-obatan. Salah satu kebijakan pemerintah adalah 

menerapkan sertifikasi halal sesuai Undang-Undang Nomor 

33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 

Sertifikasi halal didefinisikan sebagai suatu kegiatan 

pengujian secara sistematik untuk mengetahui hukum barang 

yang diproduksi suatu perusahaan telah memenuhi ketentuan 

halal atau tidak.
25

 Untuk mendapatkan ijin pencantuman label 

halal pada kemasan produk maka diperlukan sertifikat halal 

dari Pemerintah yang berwenang. Sertifikat halal adalah 

pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 

berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh 

MUI.
26

 Pengertian label halal adalah tanda kehalalan suatu 

produk.
27

 Tentang jaminan produk halal dapat diartikan 

sebagai adanya jaminan hukum terhadap produk halal yang 

dikonsumsi dan/atau digunakan oleh konsumen beragama 

Islam dalam rangka memenuhi syariat sehingga terjamin 

kepastian hukumnya.
28

 Dalam pasal 34 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 33 Tahun 2014 menyatakan bahwa : 

menetapkan halal pada produk yang dimohonkan pelaku 

usaha, BPJPH menerbitkan sertifikat halal. Sedangkan pasal 

42 ayat (1) ketentuan masa berlaku sertifikat halal selama 4 

(empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH.
29

 

Betapa urgen dan pentingnya masalah sertifikasi halal, 

Pemerintah bertanggungjawab, yang menjadi pelaksana 

tanggungjawab tersebut ialah Kementerian Agama Republik 

                                                           
25 Farid Wajdi, opcit, h. VI 
26 Abdurrahman Konoras, loc, cit., 
27 Ibid, h. 65 
28 Ibid  
29 Farid Wajdi, opcit, h. 112-114 
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Indonesia dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, 

dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

(BPJPH) yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggungjawab kepada menteri, dan BPJPH diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

Sertifikasi halal akan membawa keuntungan baik bagi 

konsumen maupun produsen. Bagi konsumen adanya 

sertifikasi halal memberikan jaminan dalam empat hal : 

a. Jaminan kesesuaian konsumsi dengan syariah 

b. Jaminan produk berkualitas 

c. Jaminan keamanan produk terutama dari segi kesehatan 

d. Dan jaminan perlakuan yang baik terhadap hewan 

sembelihan serta perdagangan yang adil 

Sedangkan keuntungan bagi produsen dengan adanya 

sertifikasi halal adalah meningkatkan kepercayaan pasar 

terhadap produknya sehingga dapat diterima konsumen dan 

menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Adanya jaminan 

bahwa produk bersertifikat halal, aman dari segi kesehatan 

membuat produk akan diminati juga oleh konsumen non 

muslim.
30

 

Pelaku usaha/produsen yang mengajukan permohonan 

sertifikat halal wajib: 
31

 

a. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur. 

b. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, 

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, 

penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak 

halal. 

c. Memiliki penyelia halal. 

d. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. 

                                                           
30 Endang Tjiroresmi, Diah Setiari Suhodo, Peluang Usaha Produk Halal di 

Pasar Global, (Jakarta : Lipi Press, 2014), h. 96 
31 Farid Wajdi, opcit, h. 108 
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Jika pelaku usaha melakukan permohonan sertifikat 

halal, diajukan oleh pelaku usaha secara tertulis kepada 

BPJPH dengan melengkapi dokumen berupa : 

a. Data pelaku usaha. 

b. Nama dan jenis produk. 

c. Daftar produk dan bahan yang digunakan. 

d. Proses pengolahan produk. 

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal 

masih memiliki kewajiban sebagai berikut : 
32

 

a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah 

mendapat sertifikat halal. 

b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh 

sertifikat halal. 

c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat 

pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, 

penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak 

halal. 

d. Memperbaharui sertifikat halal jika masa berlaku 

sertifikat halal berakhir. 

e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH. 

Jika pelaku usaha tidak melakukan kewajiban, dikenai 

sanksi administrasi berupa : 

a. Peringatan tertulis. 

b. Denda administrasi. 

c. Pencabutan sertifikat halal. 

Sementara bila pelaku usaha dalam memproduksi 

produk dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan 

dikenai sanksi administrasi berupa : 

                                                           
32 Ibid  
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a. Teguran lisan. 

b. Peringatan tertulis. 

c. Denda administrasi. 

Dari segi pembiayaan sertifikasi halal dibebankan kepada 

pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. 

Tetapi dalam hal usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi 

halal dapat difasilitasi oleh pihak lain.
33

 

a. Usaha kecil bebas biaya 

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No. 33 

Tahun 2014 bahwa biaya sertifikasi halal dibebankan 

kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan 

sertifikat halal. Sementara dalam ayat (2) disebutkan 

dalam hal pelaku usaha merupakan usaha mikro dan 

kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak 

lain. Dari penjelasan pasal 44 ayat (1) dan (2) ini ada 

harapan besar bagi pelaku usaha UMK yang 

kemungkinan pemerintah dengan segala daya dan 

upayanya dapat membebaskan serta menggratiskan 

biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha kecil dan 

menengah. 

Pada tahun 2021 sampai dengan dekadean ini, 

pemerintah menerapkan program Sertifikasi Halal Gratis 

(sehati) atau disebut self declare, khusus bagi pelaku 

usaha mikro dan kecil sebagai upaya percepatan 

sertifikasi halal. Program ini berlangsung sampai tahun 

2024. Biaya sertifikasi halal dibebaskan oleh pemerintah 

atau nol persen. Lembaga BPJPH membebaskan biaya 

sertifikasi untuk usaha mikro dan kecil. 

Tak hanya itu, pelaku usaha pemohon sertifikat 

juga diwajibkan memiliki penyelia halal, penyelia 

tersebut akan mengawasi proses produk halal dan 

                                                           
33 Undang-undang Jaminan Produk Halal UU RI No. 33 Tahun 2014, opcit, h. 

18 
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mendampingi auditor saat pemeriksaan. Keberadaan 

penyelia harus dilaporkan kepada BPJPH. Implikasi UU 

JPH adalah agar tidak ada lagi pihak-pihak yang tidak 

peduli akan kehalalan produknya dan berusaha 

berlindung dibalik pro-kontra sertifikasi halal. Esensi 

utama UU JPH ialah memberi keamanan dan kenyaman. 

Jadi, berbagai kekhawatiran yang ada selama ini terkait 

produk tanpa sertifikasi halal dan pro-kontranya dapat 

selesai dengan diberikannya keamanan dalam 

implementasi.
34

 Sertifikasi halal berlaku selama empat 

tahun (ketentuan sebelumnya 2 tahun) sejak diterbitkan 

oleh BPJPH. Sertifikat wajib diperpanjang oleh pelaku 

usaha mikro dan kecil dengan mengajukan pembaruan 

paling lambat tiga (3) bulan sebelum berakhirnya masa 

berlaku. 

Untuk pelaku usaha mikro dan kecil dalam 

mengajukan permohonan sertifikat halal gratis, harus 

memenuhi persyaratan umum dan khusus. Persyaratan 

umum antara lain : 

1. Belum pernah mendapatkan fasilitasi sertifikat halal 

dan tidak sedang/akan menerima fasilitasi sertifikat 

halal dari pihak lain. 

2. Memiliki aspek legal yaitu Nomor Induk Berusaha 

(NIB). 

3. Memiliki modal usaha/aset dibawah Rp. 

2.000.000.000.00,- (Dua Milyar Rupiah) yang 

dibuktikan dengan data yang tercantum dalam 

NIB.
35

 

4. Melakukan usaha dan berproduksi secara kontinu 

minimal 3 (tiga) tahun. 

                                                           
34 Farid Wajdi, opcit, h. 3 
35 https:kemenag.go.id 11 Juni 2022 
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5. Mendaftarkan satu jenis produk dengan produk 

berupa barang. 

6. Bukan penjual/reseller.
36

 

Sementara persyaratan khusus yaitu : 

1. Memiliki surat izin edar atau surat izin lainnya atas 

produk dari dinas/instansi terkait. 

2. Bersedia memberikan foto/video terbaru saat proses 

produksi. 

3. Bersedia membiayai pengujian kehalalan produk di 

laboratorium secara mandiri (jika diperlukan untuk 

mendukung proses pemeriksaan oleh LPH). 

Dokumen persyaratan proses seleksi UMK-Sehati 

sebagai berikut : 

1. Nama propinsi 

2. Instansi/lembaga pembina 

3. Data pelaku usaha (akan terhubung dengan data 

OSS); 

a. NIB dan NIK 

b. Nama 

c. Nama usaha dan alamat usaha 

4. Lama usaha 

5. Jumlah outlet 

6. Jumlah pabrik 

7. Data penanggungjawab : 

a. Nama 

b. Nomor kontak 

                                                           
36 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi 

Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, 14 September 2021, h. 13-14 

https://sehati.halal.go.id  

https://sehati.halal.go.id/
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c. Alamat E-mail 

8. Merk 

9. Nama produk 

10. Surat izin edar/surat izin terkait produk 

11. Pembiayaan sertifikasi halal 

12. Uji lab 

13. Foto/video 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

mencanangkan program fasilitasi sertifikasi halal gratis 

bagi pelaku usaha mikro dan kecil (program sehati) pada 

tahun 2021 dengan target sebanyak 3.200 pelaku 

usaha/sertifikasi halal diseluruh Indonesia yang dibiayai 

dari DIPA BPJPH. Permohonan sertifikasi dengan target 

3.200 tersebut menggunakan mekanisme pelibatan 3 

(tiga) LPH yaitu LPPOM MUI, Sucofindo dan Surveyor 

Indonesia. 

Tujuan pemberian fasilitasi sertifikasi halal gratis 

antara lain : 

1. Untuk memberikan dukungan dan penguatan bagi 

produk halal hasil pelaku usaha mikro dan kecil. 

2. Untuk meningkatkan jumlah pelaku mikro dan kecil 

yang memenuhi ketentuan halal. 

3. Untuk meningkatkan nilai tambah dan kompetisi 

perdagangan lokal dan internasional. 

Tata cara permohonan sertifikasi halal gratis 

pelaku usaha yaitu : 

1. Calon penerima mengakses sihalal melalui 

ptsp.halal.go.id 

2. Mengisi data di sihalal sesuai persyaratan 

3. Memilih jenis pendaftaran melalui fasilitasi 
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4. Mengisi kode fasilitasi = Sehati21 

5. Memilih LPH 

6. BPJPH melakukan verifikasi kelengkapan dokumen 

sesuai yang dipersyaratkan 

Dokumen persyaratan antara lain : 

1. Surat permohonan 

2. Aspek legal berizin NIB 

3. Dokumen penyelia halal; 

a. KTP 

b. Keputusan penetapan penyelia halal 

c. Daftar riwayat hidup 

d. Sertifikat pelatihan (jika ada) 

4. Daftar nama produk dan bahan 

5. Proses pengolahan produk 

6. Dokumen sistem jaminan produk halal 

7. Dokumen izin edar (MD/P-IRT/NIB) 

8. Surat pernyataan 

9. Foto proses produksi 

Tahap penerbitan sertifikat halal melalui empat 

(4) hal, yaitu : 

1. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan 

penetapan kehalalan produk dari MUI 

2. Masa berlaku sertifikat halal selama 4 tahun 

3. Sertifikasi halal berbentuk digital dan ditanda tangani 

secara elektronik 

4. Pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dengan 

cara mengunduh melalui aplikasi sihalal 
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Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 2021, bagi UMK yang telah memenuhi 

standar yang ditetapkan oleh BPJPH, dapat melakukan 

sertifikasi halal melalui pernyataan pelaku usaha atau 

yang dikenal dengan istilah self declare. Fasilitasi 

sertifikasi halal merupakan program yang sangat 

menantang dan amat dinantikan pelaku UMK. 

Sebagian besar produk-produk olahan UMKM 

belum banyak yang memiliki sertifikat halal, atau 

melaksanakan sertifikasi halal. Berbagai macam faktor 

yang menjadi kendala UMKM dalam pelaksanaan 

sertifikasi halal, antara lain :
37

 

1. Pelaku usaha belum memahami pentingnya 

sertifikasi halal dan dampaknya bagi UMKM 

2. Pelaku usaha maupun UMKM belum memahami 

tata cara dan prosedur pengajuan sertifikasi halal 

karena dirasa sulit bagi pelaku usaha tersebut. 

3. Biaya pelaksanaan sertifikasi halal dirasa cukup 

besar sehingga memberatkan bagi para pelaku 

UMKM. 

Selayaknya, program sertifikasi halal menjadi 

salah satu kemudahan bagi para pelaku UMKM 

khususnya dalam mengembangkan produk agar 

memenuhi syarat-syarat kehalalan dan telah bersertifikasi. 

Upaya ini dilakukan sebagai dorongan bagi para pelaku 

UMKM atau produk olahannya agar dapat dipasarkan 

secara luas disetiap lini masyarakat. Selain itu, sertifikasi 

halal mampu meningkatkan nilai produk olahan UMKM 

menjadi premium quality serta mampu bersaing dengan 

produk olahan makanan yang berasal dari pabrik.
38

 

                                                           
37 Siti Khayisatuzahro, Nur Istikomah, “Program Sehati Kemudahan 

Pelaksanaan Sertifikasi Halal Bagi UMKM”, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis 

Syariah, Vol. 3 No. 2 Oktober 2021 h. 73 
38 Ibid  
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2. Ruang Lingkup Sertifikasi Halal 

Dari sudut pandang bisnis, sertifikasi halal merupakan 

sebuah kelebihan, efek positif yang didapatkan bila memiliki 

sertifakat halal. Sertifikat halal merupakan salah satu 

persyaratan yang cukup penting bagi sebuah produk selain 

surat izin edar. Semakin meningkatnya tren produk halal 

membuat hampir semua pelaku usaha atau produsen 

berlomba-lomba memiliki sertifikat halal. Tidak hanya produk 

makanan dan minuman saja, namun produk skincare atau 

bahkan produk lemari es pun dapat memiliki sertifikat halal. 

Sertifikat halal bukan saja penting bagi konsumen muslim, 

tetapi juga penting bagi produsen produk karena memiliki 

manfaat yang sangat menguntungkan bagi produsen/pelaku 

usaha maupun konsumen. Manfat sertifikat halal bagi 

produsen dan konsumen sebagai berikut : 

a. Memberikan ketenangan saat menggunakan produk. 

b. Unique Selling Point (USP) merupakan konsep 

marketing yang dapat membedakan produk dengan para 

kompetitornya bila memiliki sertifikat halal, maka produk 

akan memiliki Unique Selling Point daripada pesaingnya. 

c. Mendapatkan kesempatan untuk terjun dipasar halal 

global. 

d. Meningkatkan kemampuan produk untuk dipasarkan di 

negara muslim. 

e. Mendongkrak tingkat kepercayaan konsumen. 

LPPOM MUI selama tiga puluh (30) tahun selain 

telah menjamin kehalalan produk, juga berperan sebagai 

penopang dan penyebar informasi produk halal di Indonesia, 

dan pasca diresmikannya Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH) yang diamanatkan di dalam Undang-

Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2014. 

Berdasarkan halal insurance sistem (sistem jaminan 

halal), setiap perusahaan yang mengajukan sertifikasi halal 
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dapat diajukan pada LPPOM MUI Pusat dan LPPOM MUI 

Propinsi. Lingkup perusahaan yang dapat disertifikasi halal 

yaitu : 

a. Perusahaan yang kantor pusatnya terdapat di propinsi 

tertentu dan memiliki cabang di propinsi yang lain, atau 

yang merupakan cabang dari perusahaan lain diluar 

negeri. 

b. Perusahaan yang produknya dipasarkan secara meluas 

ke beberapa propinsi atau keperluan ekspor. 

c. Restoran yang menganut sistem waralaba (franchise). 

d. Perusahaan yang berlokasi di luar negeri. 

Sedangkan lingkup perusahaan yang dapat disertifikasi 

oleh LPPOM MUI propinsi adalah sebagai berikut : 

a. Perusahaan Rumah Potong Hewan (RPH) di satu 

propinsi. 

b. Perusahaan yang lokasi kantor/tempat produksi dan 

lingkup pemasarannya hanya ada di satu Propinsi, tidak 

memiliki cabang di propinsi lain dan bukan merupakan 

cabang perusahaan propinsi lain. 

c. Perusahaan dengan lokasi kantor/tempat produksi di satu 

propinsi dan lingkup pemasarannya ke beberapa propinsi 

dengan kategori produk no risk dan low risk. 

d. Restoran yang hanya ada di satu propinsi dan tidak 

menggunakan sistem waralaba (franchise). 

e. Perusahaan dengan lokasi tempat produksi/outlet 

dibanyak propinsi dengan managemen terpisah dan 

brand (merk) yang sama dengan syarat harus 

disertifikasi oleh LPPOM MUI masing-masing propinsi. 

Eksistensi MUI khususnya LPPOM MUI pasca 

berlakunya ketentuan tentang jaminan produk halal Undang-

Undang RI No. 33 Tahun 2014, karena itu, MUI saat ini 
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hanya sebagai mitra kerja BPJPH yang bertugas dalam rangka 

dan bentuk : 

a. Sertifikat auditor halal 

b. Penetapan kehalalan produk 

c. Akreditasi lembaga pemeriksa halal 
39

 

Beberapa peraturan lingkup diatas, menunjukkan 

bahwa pelaku usaha seharusnya mengetahui dimana pelaku 

usaha atau produsen dapat mendaftarkan produknya, 

sehingga dapat terlaksana dengan baik dan benar. 

3. Proses Pelaksanaan Sertifikasi Halal 

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) 

Kementerian Agama kini diberi mandat sebagai lembaga 

penyelenggara jaminan produk halal. Perubahan otoritas 

sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH terjadi sejak adanya 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan 

Produk Halal. Otoritas sertifikasi halal juga mengalami 

perubahan dari sebelumnya di Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) kini berada di Kemenag RI. BPJPH mendapat mandat 

menjadi penyelenggara jaminan produk halal melalui 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021. Maka alur 

proses pelaksanaan sertifikasi halal dari MUI ke BPJPH juga 

mengalami perubahan. Badan Penyelenggara Jaminan 

Produk Halal (BPJPH) bertugas melaksanakan 

penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan. 

Adapun proses sertifikasi halal berlangsung selama 21 

hari. Berikut proses sertifikasi halal : 

a. Dilakukan oleh pelaku usaha dengan melakukan 

permohonan sertifikasi halal. Dokumen pelengkap yang 

dimaksud berupa; data pelaku usaha, nama dan jenis 

produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, 

                                                           
39 Abdurrahman Konoras, opcit, h. 79 
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pengolahan produk, dokumen sistem jaminan produk 

halal. 

b. Setelah itu proses dilanjutkan oleh BPJPH selama 2 hari 

kerja 

Hal yang dilakukan diantaranya memeriksa kelengkapan 

dokumen dan menetapkan lembaga pemeriksa halal. 

c. LPH selama 15 hari kerja 

Untuk menetapkan kehalalan produk melalui sidang 

fatwa halal. 

d. MUI selama 3 hari kerja 

Untuk menetapkan kehalalan produk melalui sidang 

fatwa halal. 

e. BPJPH selama 1 hari kerja 

Dengan menerbitkan sertifikat halal. Sehingga waktu total 

yang diperlukan untuk proses sertifikasi halal adalah 21 

hari kerja. 
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Gambar 1.1 Alur Proses Sertifikasi Halal 

 

Sumber :  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

Kementerian Agama RI 2021 

 

Gambar 1.2 Era Baru Proses Sertifikasi Halal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :  Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

Kementerian Agama RI 2021 
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a. Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal 

Untuk memperoleh sertifikat halal, pelaku usaha 

harus menjalani beberapa tahapan-tahapan yang wajib 

dilaluinya yaitu : 

1. Tahap permohonan pelaku usaha 

Pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi 

halal kepada BPJPH 

2. Tahap pemeriksaan oleh BPJPH 

BPJPH melakukan pemeriksaan dokumen 

permohonan (maksimal 10 hari) kerja, dan 

pemohon melengkapi kekurangan dokumen 

(maksimal 5 hari kerja) 

3. Tahap penetapan oleh BPJPH 

BPJPH menetapkan LPH berdasarkan pilihan 

pemohon (maksimal 5 hari kerja) 

4. Tahap pengujian oleh Lembaga Produk Halal 

(LPH) 

LPH melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian 

produk (40/60 hari kerja) 

5. Tahap pengecekan oleh BPJPH 

Dimana BPJPH menerima dan memverifikasi 

dokumen hasil pemeriksaan dan/atau pengujian LPH 

(5 hari kerja) 

6. Tahapan fatwa oleh MUI 

MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal dan 

menerbitkan keputusan penetapan kehalalan produk 

7. Tahap penerbitan oleh BPJPH 

BPJPH menerbitkan sertifikat berdasarkan 

keputusan penetapan kehalalan produk yang 

ditetapkan MUI 
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Menurut Teti Indrawati,
40

 menyatakan bahwa 

pemberian sertifikat halal dalam produk pangan, obat-

obatan dan kosmetika sangat penting dan dibutuhkan 

oleh konsumen maupun para pelaku usaha untuk 

memastikan produk yang digunakan halal sesuai dengan 

hukum islam, terkait dengan ketidakpastian kehalalan 

produk yang terjadi disejumlah wilayah Indonesia justru 

menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan pelaku 

usaha. Bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi 

sebuah produk bagaimanapun harus yang halal, baik dan 

aman.
41

 Karena itu disinilah arti pentingnya sertifikat 

halal guna menjamin produsen (pelaku usaha) 

melindungi kepentingan konsumen sesuai ketentuan 

ajaran agama islam tanpa mengabaikan aturan 

perlindungan negara yang berlaku. 

Tata cara memperoleh sertifikat halal terlihat 

pada gambar berikut : 

Gambar 1.3 Tata Cara Memperoleh Sertifikat Halal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal 

Kementerian Agama RI 2021 

                                                           
40 Aulia Muthiah, Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif 

dan Ekonomi Syariah, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2018), h. 144 
41 Rosmawati, Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen, (Depok : 

Prenadamedia Group, 2018), h. 5 
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b. Penerbitan Sertifikat Halal 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) tetap memiliki 

wewenang dalam menetapkan kehalalan produk melalui 

sidang fatwa halal meskipun kewenangan penerbitan 

sertifikat halal sudah beralih pada Badan Penyelenggara 

Jaminan Produk Halal Kementerian Agama (BPJPH 

Kemenag) dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 

2014. Dengan demikian, BPJPH tidak dapat 

menerbitkan sertifikat halal sebelum ada penetapan 

kehalalan produk dari MUI. MUI tetap berwenang 

mengeluarkan fatwa halal, sementara BPJPH hanya 

mengeluarkan sertifikatnya yang bersifat administratif. 

BPJPH tidak dapat menerbitkan sertifikat halal kecuali 

atas dasar fatwa MUI. 

Kewenangan BPJPH mengenai jaminan produk 

halal tertuang dalam UU Nomor 33 Tahun 2014, antara 

lain :
42

 

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan 

produk halal 

2. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria 

jaminan produk halal 

3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk 

luar negeri 

4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar 

negeri 

Sedangkan kewenangan MUI antara lain; 

menetapkan kehalalan produk diatur pada pasal 76 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Pelaksaan UU Jaminan Produk Halal. Dalam pasal itu 

disebutkan bahwa penetapan kehalalan produk 

                                                           
42 Undang-undang Jaminan Produk Halal UU RI No. 33 Tahun 2014, opcit, h. 

5 
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dilaksanakan oleh MUI melalui sidang fatwa halal.
43

 

Sidang ini dapat dilakukan oleh MUI Pusat, MUI 

Propinsi, MUI Kabupaten/Kota, atau Majelis 

Permusyawaratan Ulama Aceh. 

Pasal 77 dan 78 diterangkan bahwa MUI 

menyampaikan penetapan kehalalan produk kepada 

BPJPH paling lama tiga (3) hari sejak hasil pemeriksaan 

kelengkapan dokumen diterima oleh MUI. Selanjutnya, 

BPJPH menerbitkan sertifikat halal yang berlaku selama 

empat (4) tahun. Penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama satu (1) hari 

sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI 

diterima oleh BPJPH. 

Penerbitan sertifikat halal, tercantum dalam UU 

Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 34, 35 dan Pasal 36 sebagai 

berikut :
44

 

1. Dalam sidang fatwa halal, menetapkan halal pada 

produk yang dimohonkan pelaku usaha, BPJPH 

menerbitkan sertifikat halal 

2. Dalam sidang fatwa halal menyatakan produk tidak 

halal, BPJPH mengembalikan permohonan 

sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan 

alasan 

3. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH paling 

lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 

keputusan kehalalan produk diterima dari MUI 

4. Penerbitan sertifikat halal wajib dipublikasikan oleh 

BPJPH 

                                                           
43 Ibid, h. 15 
44 Ibid, h. 16 
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Gambar 1.4 Penerbitan Sertifikat Halal 

 

Sumber :  badan penyelenggara Jaminan produk Halal 

Kementerian Agama 2021 

 

4. Konsep Halal 

Para ulama fiqih memiliki argumen yang cukup 

beragam seputar kehalalan suatu barang, termasuk 

didalamnya persoalan ada yang baik (thayyiban) dan tidak 

baik untuk dikonsumsi. Al-qur’an memerintahkan manusia 

untuk konsumsi barang yang halalan thayyiban (halal dan 

baik). Setiap produk makanan, minuman harus memiliki 

pemahaman dan kesadaran untuk memastikan kehalalan 

produknya. Dengan menerapkan sistem jaminan halal 

sebagai implementasi konsep syariah, halal dan haram pada 

makanan dan minuman. 

Hal ini terkait dengan Pasal 64 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen berbunyi : “Segala ketentuan 

perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen 

yang telah ada pada saat Undang-Undang ini diundangkan 
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dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus 

dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini.”
45

 

Dalam Islam, hukum Perlindungan Konsumen 

mengacu kepada konsep halal dan haram. Serta keadilan 

ekonomi, berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi 

islam. Aktivitas ekonomi islam dalam perlindungan 

konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses 

produksi, distribusi, tujuan produksi, hingga pada akibat 

mengonsumsi barang dan/atau jasa tersebut. Maka dalam 

ekonomi islam, barang atau jasa yang halal dari segi zatnya 

dapat menjadi haram, ketika cara memproduksi dan tujuan 

mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan syariat.
46

 

Menurut Imam Al-Ghazali berpendapat bahwa perlu 

mengadakan bimbingan dan kajian untuk menemukan 

perbedaan konsep halal, mu’bah, syubhat, makruh, haram 

berdasarkan pembuktian dan penjelasan. Bimbingan dan 

kajian diperlukan karena kesulitan untuk memperoleh 

makanan atau produk tidak boleh untuk menjadi alasan 

untuk tidak mencapai kebenaran (mengonsumsi produk 

halal).
47

 

Seorang muslim tidak dibenarkan memakan suatu 

hidangan yang belum tahu benar status halalnya. Memakan 

yang haram atau belum tahu status halalnya, akan 

memberikan pengaruh buruk, baik di dunia maupun di 

akhirat.
48

 Hal ini sesuai dengan pendapat Abi Dzar Al-

Qilmani mengatakan bahwa makanan halal berfungsi sebagai 

pendorong perbuatan baik.
49

 

Istilah halal dalam al-qur’an berarti yang 

dibolehkan.
50

 Kata halal berasal dari bahasa arab, yang 

                                                           
45 Rosmawati, opcit, h. 8 
46 Ibid, h. 9 
47 Farid Wajdi, opcit, h. 17 
48 Ibid  
49 Ibid  
50 John L. Esposito, Ensiklopedia Oxford, Dunia Islam Modern, (Bandung : 

Mizan, 2002), h. 143 
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berarti melepaskan dan tidak terikat. Sedangkan secara 

etimologi halal berarti hal-hal yang boleh dan dapat 

dilakukan karena bebas, atau tidak terkait dengan ketentuan-

ketentuan yang melarangnya.
51

 

Kebalikan dari halal adalah haram, yaitu sesuatu yang 

jika dilakukan menimbulkan dosa. Meninggalkan yang haram 

adalah mutlak kewajibannya dan sebaliknya melaksanakan 

yang halal adalah mutlak kewajibannya. Haram dalam hal ini 

dapat terkait dengan zat atau prosesnya. Dalam hal zat, islam 

melarang mengonsumsi, memproduksi, mendistribusikan dan 

seluruh mata rantainya terhadap beberapa komoditas dan 

aktivitas, seperti alkohol (khamar) dan sejenisnya yang 

mengurangi atau menghilangkan akal sehat. 

Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, halal adalah segala 

sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika 

menggunakannya, atau sesuatu yang boleh dikerjakan 

menurut syara’.
52

 Fuqoha, memberikan empat tingkatan bagi 

konsumen yaitu :
53

 

a. Wajib, mengonsumsi sesuatu untuk menghindari dari 

kebiasaan, dan jika tidak mengonsumsi kadar ini padahal 

mampu akan berdosa 

b. Sunah, mengonsumsi lebih dari kadar yang 

menghindarkan dari kebinasaan, dan menjadikan muslim 

mampu sholat berdiri dan mudah berpuasa 

c. Mu’bah, sesuatu yang lebih dari sunah sampai batas 

kenyang 

d. Konsumsi yang melebihi batas kenyang 

 

                                                           
51 Aulia Muthiah, opcit, h. 141 
52 Abdul Azis Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam Cet. I (Jakarta : Ikhtiar Baru 

Van Hoeve, 1996), h. 505-506 
53 Rosmawati, loc cit,. 
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Dengan memahami konsep halal, haram, sunah dan 

mu’bah diatas, diharapkan umat islam atau konsumen 

muslim dapat lebih berhati-hati dalam mencari atau membeli 

produk apabila belum diketahui kejelasan dan kehalalannya. 

Dalam Islam, memilih mengonsumsi yang halal secara sadar 

berarti melaksanakan tuntunan yang diwajibkan agama dan 

diperintahkan oleh Allah SWT. Selain itu, mengonsumsi 

makanan tidak hanya mengedepankan konsep halal, namun 

juga thayyiban. Dasar hukum islam dalam konsep halal 

adalah sebagai berikut : 

a. Firman Allah SWT Surat Al-Maidah ayat 88 

                     

       

Artinya : “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik 

dari apa yang Allah rizkikan kepadamu, dan 

bertakwalah kepada Allah yang kamu 

beriman kepada-Nya.”
54

 

b. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 168-169 

                        

                

                       

       

Artinya : “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal 

lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah 

syetan, karena sesungguhnya syetan itu 

                                                           
54 Kementerian Agama RI, opcit, h. 111 
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musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya 

syetan itu hanya menyuruh kamu berbuat 

jahat dan keji, dan mengatakan terhadap 

Allah apa yang tidak kamu ketahui.”
55

 

c. Surat Al-A’raf ayat 157 

                     

                       

                  

                          

                         

                    

Artinya : (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, 

Nabi yang ummi (tidak bisa baca tulis) yang 

(namanya) mereka dapati tertulis di dalam 

Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang 

menyuruh mereka berbuat yang makruf dan 

mencegah dari yang mungkar, dan yang 

menghalalkan segala yang baik bagi mereka 

dan mengharamkan segala yang buruk bagi 

mereka, dan membebaskan beban-beban dan 

belenggu-belenggu yang ada pada mereka. 

Adapun orang-orang yang beriman 

kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan 

mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan 

kepadanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-

orang beruntung.
56

 

 

 

                                                           
55 Ibid, h. 24 
56 Ibid, h. 154 
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d. Surat Al-Maidah ayat 87 

                       

               

 

Artinya :“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah 

kamu mengharamkan apa yang baik yang telah 

dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah 

kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah 

tidak menyukai orang-orang yang melampaui 

batas.”
57

 

 

e. Surat Al-A’raf ayat 31 

                 

                

 

Artinya : “Wahai anak cucu Adam! Pakailah pakaianmu 

yang bagus pada setiap (memasuki) masjid, 

makan dan minumlah, tetapi jangan 

berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai 

orang yang berlebih-lebihan.”
58

 

 

f. Surat Al-Baqarah ayat 172-173 

                  

              

                                                           
57 Kementerian Agama RI Tahun 2012 Jilid 3 Zuz 7-9, Al-qur’an dan 

Tafsirnya (Jakarta : Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 4 
58 Ibid, h. 6 
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                         

                        

       

 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah 

rizki yang baik yang kami berikan kepadamu 

dan bersyukurlah kepada Allah, jika kamu 

hanya menyembah kepada-Nya. Sesungguhnya 

dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, 

darah, daging babi, dan daging hawan yang 

disembelih dengan menyebut nama selain 

Allah. Tetapi barangsiapa terpaksa 

(memakannya), bukan karena menginginkan 

dan tidak pula melampaui batas, tidak ada 

dosa baginya. Sungguh Allah Maha 

Pengampun, Maha Penyayang.”
59

 

 

g. Hadits Nabi SAW, riwayat At-Tirmizi 

Artinya : “Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang 

haram, maka neraka lebih baik baginya.”
60

 

 

h. Hadits Nabi SAW, Riwayat Abu Ya’la dari Abu Said 

Artinya : “Hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, 

karena takwa itu menghimpun segala 

kebaikan.”
61

 

 

i. Hadits Nabi SAW, riwayat Ahmad, Muslim dan Ashabus-

Sunah 

Artinya : “Dari Ibnu Abbas berkata : Rasulullah SAW 

melarang memakan setiap binatang yang 
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bertaring dari binatang buas dan setiap yang 

berkuku tajam dari unggas.”
62

 

 

j. Hadits Nabi SAW, riwayat Ahmad, Ibnu Majah dari Ibnu 

Umar 

Artinya : “Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan 

darah. Dua bangkai itu adalah bangkai ikan 

dan belalang, dan dua darah itu adalah hati 

dan limpa.”
63

 

 

k. Hadits Nabi SAW, riwayat Muslim dari Ali Bin Abi Talib 

Artinya : “Allah mengutuk orang-orang yang 

menyembelih hewan untuk selain Allah.”
64

 

 

Dari ayat di atas, dalam konteks makanan dan 

minuman, halal senatiasa mengandung arti yang 

diperbolehkan oleh syariat islam dan baik bagi kesehatan. 

Halal secara jasmani akan menghasilkan apa yang disebut 

halalan thayyiban (halal dan baik), lebih-lebih tidak 

merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Allah 

menyeru kepada anak cucu Adam dan memperingatkan 

nikmat yang begitu banyak yang telah dianugerahkan-Nya 

agar mereka tidak melanggar syariat islam, tetapi hendaklah 

mereka bertakwa kepada-Nya, dimana saja berada. 

Begitu pula dengan Hadits Nabi SAW diatas, 

Rasulullah SAW telah memberikan suri tauladan tentang 

kesederhanaan dalam segala segi kehidupan, beliau 

senantiasa bersifat sederhana. Padahal jika beliau mau 

niscaya beliau dapat saja menikmati segala macam 

kenikmatan itu sepuas hati, akan tetapi beliau tidak berbuat 

demikian karena sebagai seorang pemimpin, beliau 
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memimpin dan memberi teladan kepada umatnya, pola 

hidup sederhana, tetapi tidak menyiksa diri. 

Prinsip “Halal dan Baik” ini hendaknya senantiasa 

menjadi perhatian dalam menentukan makanan dan minuman 

yang akan dimakan untuk diri sendiri, dan untuk keluarga, 

karena makanan dan minuman itu tidak hanya berpengaruh 

terhadap jasmani, melainkan juga terhadap rohani. Halal 

disini mengandung pengertian, halal bendanya dan halal cara 

memperolehnya. Sedangkan “Baik” adalah dari segi 

kemanfaatanya, yaitu yang mengandung manfaat dan 

maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan 

sebagainya. Makanan tidak baik selain tidak mengandung 

gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan. 

Tidak ada halangan bagi orang-orang mukmin yang 

mampu, untuk menikmati makanan dan minuman yang enak, 

akan tetapi harus menaati ketentuan yang telah ditetapkan 

syara, yaitu baik, halal dan menurut ukuran yang layak dan 

tidak berlebihan. 

Oleh karena itu, orang yang mengonsumsi makanan 

yang tidak halal, tegasnya mengkonsumsi makanan haram, 

maka amal ibadahnya tidak diterima Allah, doanya tidak pula 

diperkenankan, hidupnya pun tidak akan pernah tenang. 

Selalu diliputi oleh keresahan dan kecemasan yang tiada 

tentu.
65

 Tidak ada toleransi sedikitpun (zero toleransi) yang 

berkenaan dengan semua minuman khamar, makanan babi 

dan turunannya adalah haram, tidak boleh digunakan dan juga 

tidak boleh dikonsumsi. 

Dari paparan di atas, setidaknya dapat diambil 

beberapa kriteria yaitu : 
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a. Baik buruknya makanan, minuman untuk dikonsumsi 

harus klear bahwa barang yang thayyib itu dinilai halal 

atau tidaknya diharamkan oleh nash secara tegas. 

b. Penilaian baik dan buruknya barang konsumsi dapat 

dinilai dari analisis rasio maupun Ilmu Pengetahuan, 

termasuk para Ahli dalam bidang makanan, obat-obatan, 

maupun kosmetika perlu diminta pendapatnya seputar 

kelayakan, manfaat, maupun bahaya dari suatu barang 

yang dikonsumsi. 

c. Sebagai orang yang beragama islam dan beriman 

tentunya dalam memahami konsep halal, tidak terlepas 

dari tuntunan syariah islam dan hadits Nabi SAW 

sehingga dalam mengonsumsi produk apapun yang 

sifatnya masuk dalam anggota tubuh kita perlu 

memperhatikan halal haramnya. 

Adapun jenis makanan halal yang perlu diperhatikan 

adalah sebagai berikut : 

a. Semua makanan yang baik, tidak kotor dan tidak 

menjijikkan 

b. Binatang yang hidup di dalam air, baik air laut maupun 

air tawar 

c. Semua makanan yang tidak diharamkan oleh Allah, 

Rasul-Nya dan para Ulama 

Sedangkan minuman halal yang perlu diperhatikan 

antara lain yaitu : 

a. Semua jenis air atau cairan yang tidak membahayakan 

bagi kehidupan manusia 

b. Air atau cairan yang tidak memabukkan walaupun 

sebelumnya pernah memabukkan seperti arak yang 

berubah menjadi cuka 

c. Air atau cairan itu bukan berupa benda najis atau benda 

suci yang terkena najis 
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d. Air atau cairan yang suci itu didapatkan dengan cara 

yang halal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama 

islam 

e. Kesadaran halal (halal awareness) 

5. Kesadaran Halal (Halal Awareness) 

Kesadaran halal merupakan tingkat pemahaman umat 

islam dalam mengetahui masalah yang terkait dengan 

konsep halal. Pengetahuan semacam itu meliputi 

pemahaman produk apa yang boleh dikonsumsi dan 

bagaimana proses produksinya. Kesadaran halal suatu 

produk sesuai standar halal islam dapat menjadi syarat 

mutlak bagi konsumen dan produsen untuk mengkonsumsi 

dan memproduksi makanan.
66

 

Kesadaran merupakan kemampuan untuk memahami, 

merasakan dan menjadi sadar akan suatu peristiwa dan 

objek. Kesadaran halal dapat diketahui berdasarkan faham 

atau tidaknya seorang muslim akan makna halal, mengetahui 

proses penyembelihan hewan yang benar sesuai syariat serta 

mengutamakan makanan halal untuk dimakan.
67

 

Kesadaran juga dapat diartikan sebagai bentuk 

pemahaman atau pengetahuan atas situasi tertentu yang 

dirasakan oleh seseorang.
68

 Salah satu aspek dalam kesadaran 

halal adalah bagaimana seorang muslim dalam mengonsumsi 

berbagai produk selalu didasarkan pada keberadaan sertifikat 

halal yang dimiliki produsen atau pelaku usaha dengan logo 

halal yang tercantum pada kemasan produk. Bila konsumen 

muslim lebih banyak mengetahui atau memahami sertifikat 

halal dan logo halal pada kemasan produk, baik itu makanan, 
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minuman, obat-obatan, dan kosmetika, maka kesadaran halal 

sudah benar-benar melekat pada jiwa seseorang. 

Menurut Ambali dan Bakar sumber utama kesadaran 

halal (2013) sebagai berikut :
69

 

a. Peran sertifikat halal 

b. Paparan 

c. Alasan kesehatan 

Indikator kesadaran halal (halal awareness) mengacu 

pada instrumen penelitian yang dilakukan Yunus, et al 

(2014:151) yaitu :
70

 

a. Sadar akan halal 

b. Sadar halal merupakan kewajiban agama 

c. Kebersihan dan keamanan makanan 

d. Pentingnya pengetahuan mengenai proses pengemasan 

e. Perhatian terhadap pengemasan produk halal 

internasional 

Sertifikat halal dan logo halal menjadi salah satu acuan 

yang penting untuk menilai kesadaran halal konsumen 

muslim. Karena pada dasarnya seorang muslim akan lebih 

tertarik untuk mengkonsumsi makanan yang telah 

tersertifikasi halal.
71

 Dengan adanya sertifikat dan logo halal 

pada produk memudahkan bagi konsumen muslim untuk 

mengetahui status kehalalan produk yang akan dikonsumsi. 
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Kesadaran muslim dengan ditandai adanya 

pengetahuan mengenai proses penyembelihan, pengemasan 

makanan, minuman dan kebersihan sesuai syariat islam, 

diharapkan konsumen muslim akan cenderung memilih 

produk yang telah dinyatakan halal oleh lembaga yang 

berwenang memberikan jaminan halal. Karena keterbatasan 

pengetahuan dan kemampuan dalam memperoleh informasi, 

konsumen seringkali beranggapan bahwa pangan dengan 

harga tinggi identik dengan mutu yang tinggi pula. Bagi 

ekonomi lemah, mereka akan memilih harga yang murah 

yang mampu mereka beli. Golongan ini menitikberatkan 

pada harga yang terjangkau daripada pertimbangan 

lainnya.
72

 

6. Bahan Pangan 

Menurut M. Koeswardhani dalam bukunya “Dasar - 

dasar Tekonologi Pangan”. Pengertian bahan pangan adalah 

bahan yang memungkinkan manusia tumbuh dan mampu 

memelihara tubuhnya serta berkembang biak. Bahan pangan 

pada umunya terdiri atas zat-zat kimia, baik yang berbentuk 

secara alami maupun secara sintesis, dalam berbagai bentuk 

kombinasi yang berperan penting bagi kehidupan, seperti 

halnya air dan oksigen. Bahan pangan terdiri dari empat 

komponen utama yaitu; karbohidrat, protein, lemak, air dan 

turunan-turunanya.
73

 

Selain bahan pangan juga tersusun dari komponen 

anorganik dalam bentuk kandungan mineral, dan komponen 

organik lainnya dalam jumlah relatif kecil, seperti vitamin, 

enzim, emulsifier, asam, antioksidan, pigmen dan komponen 

cita rasa/flavor. 

Menurut UU RI No. 18 Tahun 2012 Pasal Satu (1) 

tentang “Pangan”, bahwa pangan adalah segala sesuatu yang 
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berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, 

kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang 

diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai 

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk 

bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan 

lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan 

dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
74

 

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang 

paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak 

asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia 

secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan 

harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya 

masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu 

diselenggarakan suatu sistem pangan yang memberikan 

perlindungan baik bagi pihak yang memproduksi maupun 

yang mengonsumsi pangan dan memenuhi kriteria pangan 

halal. 

Keputusan Menteri Agama RI Nomor 518 Tahun 2001 

Pasal (1) Bab 1, tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan 

dan Penetapan Pangan Halal, bahwa pangan halal adalah 

pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau 

dilarang untuk dikonsumsi umat islam, dan pengolahannya 

tidak bertentangan dengan syariat islam.
75

 

Bahan dan proses produk halal dalam mencapai 

pangan halal yang dimaksudkan adalah; bahan yang 

digunakan terdiri dari bahan baku, bahan olahan, bahan 

tambahan dan bahan penolong, yang berasal dari hewan, 

tumbuhan, mikroba atau bahan yang dihasilkan melalui 

proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik. 
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a. Hewan 

Hewan yang digunakan sebagai bahan produk wajib 

disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah 

kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat 

veteriner. Hewan yang berasal dari bangkai, darah, babi 

adalah karena bertentangan dengan syariat islam. 

b. Tumbuhan 

Bahan yang berasal dari tumbuhan dasarnya halal, kecuali 

yang memabukkan dan/atau membahayakan kesehatan 

bagi orang yang mengonsumsinya. 

c. Mikroba 

Bahan yang berasal dari mikroba atau bahan yang 

dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau 

proses rekayasa genetik diharamkan jika proses 

pertumbuhan dan/atau pembuatannya tercampur, 

terkandung, dan/atau terkontaminasi dengan bahan yang 

diharamkan. 

Untuk mencapai pangan yang halal, pemerintah 

menerapkan sertifikasi halal kepada produsen dan pelaku 

usaha, baik kepada produsen besar, maupun pelaku usaha 

menengah dan kecil, dengan membentuk lembaga BPJPH 

sebagai penyelenggara jaminan produk halal serta 

menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai 

lembaga pelaksana pemeriksaan pangan yang dinyatakan 

halal, yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia. 

7. Minat Beli 

Salah satu bentuk perilaku konsumen adalah minat 

atau keinginan membeli suatu produk atau layanan jasa. 

Minat merupakan sesuatu yang pribadi dan berhubungan 

dengan sikap, individu yang berminat terhadap sesuatu objek 

akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan 

serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan 

objek tersebut. 
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Menurut Sutisna dan Pawitra,
76

 Minat beli adalah 

merupakan sesuatu yang berhubungan dengan rencana 

konsumen untuk membeli produk tertentu serta berapa 

banyak unit produk yang dibutuhkan pada periode tertentu. 

Pada saat ini lingkungan pasar sangat dipenuhi dengan 

persaingan, organisasi atau industri memproduksi barang 

yang sama atau barang yang sejenis. Oleh karena itu, 

pesaing harus diketahui, diikuti, dilumpuhkan sehingga 

dapat mempertahankan kesetiaan dan loyalitas pasar. 

Menurut Yamit (2013), minat beli konsumen 

merupakan evaluasi purna beli atau hasil evaluasi setelah 

membandingkan apa yang dirasakan dengan harapannya. 

Menurut Durianto (2013) minat beli merupakan sesuatu 

yang berhubungan dengan rencana konsumen untuk 

membeli produk tertentu, serta berapa banyak unit produk 

yang dibutuhkan pada periode tertentu.
77

 

Menurut Kolter, Bowen dan Makens (2014) minat 

beli timbul setelah adanya proses evaluasi alternatif dan 

didalam proses evaluasi, seseorang akan membuat suatu 

rangkaian pilihan mengenai produk yang hendak dibeli atas 

dasar merek maupun minat.
78

 

a. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat Beli 

Konsumen 

Super dan Krites (Lidyawati, 2008), menjelaskan bahwa 

ada beberapa faktor yang mempengaruhi minat beli, yaitu 

:
79

 

1. Perbedaan pekerjaan, artinya dengan adanya 

perbedaan pekerjaan seseorang dapat diperkirakan 
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minat terhadap tingkat pekerjaan yang ingin 

dicapainya, aktivitas yang dilakukan, penggunaan 

waktu senggangnya, dan lain-lain. 

2. Perbedaan sosial ekonomi, artinya seseorang yang 

mempunyai sosial ekonomi tinggi akan lebih mudah 

mencapai apa yang diinginkannya daripada yang 

mempunyai sosial ekonomi rendah. 

3. Perbedaan hobi atau kegemaran, artinya bagaimana 

seseorang menggunakan waktu senggangnya. 

4. Perbedaan jenis kelamin, artinya minat wanita akan 

berbeda dengan minat pria dalam hal pola belanja. 

5. Perbedaan usia, artinya usia anak-anak, remaja, 

dewasa, orangtua akan berbeda minatnya terhadap 

suatu barang, aktivitas, benda dan seseorang. 

b. Sumber Informasi 

Konsumen sering mencari jumlah informasi yang 

terbatas. Seseorang dapat memasuki informasi aktif 

seperti; mencari bahan bacaan, menelepon teman, 

melakukan kegiatan online, mengunjungi toko untuk 

mempelajari toko tersebut. Sumber informasi utama 

konsumen adalah sebagai berikut : 

1. Pribadi, yaitu berasal dari keluarga, teman, tetangga, 

rekan 

2. Komersial, yaitu berupa iklan, situs web, wiraniaga, 

penyalur, kemasan, tampilan 

3. Publik, yaitu berasal dari media masa, organisasi 

pemeringkat konsumen 

4. Eksperimental, yaitu penanganan, pemeriksaan, 

penggunaan produk
80
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c. Indikator Minat Beli 

Menurut Ferdinand, minat beli diidentifikasikan melalui 

indikator-indikator sebagai berikut : 

1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang 

untuk membeli produk 

2. Minat refrensial, yaitu kecenderungan seseorang 

untuk merefrensikan produk kepada orang lain 

3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan 

perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama 

pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat 

diganti jika terjadi sesuatu dengan produk 

preferensinya 

4. Minat eksploratif, yaitu minat yang menggambarkan 

perilaku seseorang yang selalu mencari informasi 

mengenai produk yang diminatinya dan mencari 

informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari 

produk tersebut
81

 

 

B. Kepuasan Konsumen 

Banyak perusahaan secara sistematis mengukur seberapa 

baik mereka memperlakukan konsumen mereka, mengenai faktor-

faktor yang membentuk kepuasan, dan melakukan perubahan 

dalam operasi dan pemasaran mereka sebagai akibatnya. 

Perusahaan berusaha bertindak bijaksana dengan mengukur 

kepuasan konsumen secara teratur karena salah satu kunci untuk 

mempertahankan konsumen adalah kepuasan konsumen. 

Ketika pelanggan atau konsumen menilai kepuasan mereka 

berdasarkan elemen kinerja perusahaan. Perusahaan harus 

menyadari bahwa pelanggan atau konsumen mempunyai cara 
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yang bervariasi dalam mendefinisikan kinerja yang baik. Misalnya 

pengiriman, pengiriman yang baik berarti pengiriman dini, 

pengiriman tepat waktu, kelengkapan pesanan, dan seterusnya. 

Perusahaan juga harus menyadari bahwa pelanggan atau konsumen 

dapat melaporkan bahwa mereka sangat puas tetapi dengan alasan 

yang berbeda. 

Bloemer & Kasper (1995) dan Oliver (1999) mengingatkan 

bahwa kepuasan dan loyalitas bukanlah pengganti (surrogates) satu 

sama lain. Mungkin saja seorang pelanggan loyal tanpa harus 

sangat puas (misalnya, bila hanya ada sedikit pilihan merek) dan 

dapat pula pelanggan sangat puas tapi tidak loyal (misalnya, jika 

tersedia banyak alternatif merek).
82

 Organisasi bisnis dan non 

bisnis pun berlomba-lomba mencanangkannya sebagai salah satu 

strateginya, misalnya melalui slogan-slogan seperti “Pelanggan 

adalah raja”, “Kepuasan anda adalah tujuan kami”, “We care for 

customers”, dan sejenisnya. Slogan-slogan seperti contoh itu pada 

umumnya bertujuan untuk memuaskan konsumen. 

Setiap perusahaan harus benar-benar memahami sejumlah 

faktor potensial yang dapat menyebarkan buruknya kualitas 

pelayanan pada pelanggan atau konsumen dalam menciptakan 

tujuan kepuasan itu sendiri. Upaya mewujudkan kepuasan 

konsumen bukanlah pekerjaan mudah. Setidaknya ada enam 

tantangan strategik yang perlu diatasi agar kepuasan konsumen 

sunguh-sungguh dapat diwujudkan secara efektif yaitu : 

1. Ekspektasi konsumen bersifat dinamis dan dibentuk oleh 

banyak faktor, diantara pengalaman berbelanja dimasa lalu, 

opini teman dan kerabat, serta informasi dan promosi 

perusahaan maupun para pesaing. 

2. Tidak semua konsumen sama nilainya, karena itu dibutuhkan 

segmentasi strategik yang memfasilitasi pemilihan segmen 

khusus untuk keperluan Relationship Marketing (RM) jangka 

panjang. 
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3. Strategi membeli loyalitas konsumen kadangkala justru 

berpotensi merugikan perusahaan, apalagi bila yang disasar 

adalah switchable customers. Kelompok ini suka beralih 

pemasok demi mencari tawaran terbaik (termurah, berhadiah, 

atau berfasilitas paling menarik). 

4. Pemanfaatan teknologi untuk menggantikan, melengkapi, 

dan/atau menambah layanan perusahaan menghadapi kendala 

berupa isu privasi, convidentiality, tingkat melek teknologi, 

tingkat akses teknologi, kesiapan mengadopasi teknologi baru, 

dan biaya akses teknologi. 

5. Masih tingginya tingkat keengganan konsumen tidak puas 

untuk melakukan komplain. 

6. Secara konseptual, kepuasan hanyalah salah satu diantara 

sekian banyak macam emosi yang mewarnai pengalaman 

hidup kita sehari-hari. Misalnya marah, kecewa, kesal, 

senang, dan gembira.
83

 

Kolter dan kawan-kawan,
84

 mewanti-wanti bahwa kepuasan 

konsumen saja tidak cukup untuk menjamin bisnis 

berkesinambungan. Agar dapat sukses, setiap perusahaan wajib 

memastikan bahwa konsumennya meyakini bahwa produk atas 

jasa yang ditawarkan benar-benar memiliki nilai (value) yang 

sepadan. Pelanggan boleh jadi merasa puas, namun ia mungkin 

saja menilai harganya kemahalan dan produk pesaing mampu 

menawarkan nilai yang lebih baik. 

1. Pengertian Kepuasan Konsumen 

Secara umum, kepuasan (satisfaction) adalah perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang timbul karena 

membandingkan kinerja yang dipersepsikan produk atau hasil 

terhadap ekspektasi mereka. Jika kinerja gagal memnuhi 

ekspektasi, pelanggan akan tidak puas. Jika kinerja sesuai 

dengan ekspektasi pelanggan akan puas. Jika kinerja melebihi 
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ekspektasi, pelanggan atau konsumen akan sangat puas atau 

senang.
85

 Istilah kepuasan sering juga disebut “manfaat” atau 

“utilitas”.
86

 Utilitas dimaknai sebagai kegunaan barang yang 

dirasakan oleh seseorang konsumen ketika mengonsumsi 

sebuah barang.
87

 Maka seringkali utilitas dimaknai juga sebagai 

rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh seorang konsumen 

dalam mengonsumsi sebuah barang. Jadi kepuasan dan utilitas 

dianggap sama, meskipun sebenarnya kepuasan adalah akibat 

yang ditimbulkan oleh utilitas. 

Pengertian konsumen menurut Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 Pasal 1 Angka 2, adalah setiap orang pemakai 

barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun 

makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
88

 

Menurut Kamus Besar Besar Bahasa Indonesia memberi arti 

kata consumer sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen 

umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk 

yang diserahkan pada mereka, yaitu setiap orang yang 

mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk 

diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.
89

 

Pengertian konsumen menurut Philip Kolter (2000) 

dalam bukunya “Principles of Marceting”, adalah semua 

individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh 

barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.
90

 Dengan 

demikian, jika dipadukan antara kepuasan dan konsumen, 

maka dapat disimpulkan bahwa kepuasan konsumen adalah 

dorongan individu terhadap kepemilikan suatu barang atau 

berupa jasa dengan tujuan mencapai kepuasan. 
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Kepuasan konsumen menurut para ahli adalah sebagai 

berikut : 

1. Menurut Handi (2002), kepuasan konsumen adalah suatu 

persepsi terhadap produk atau jasa yang telah memenuhi 

harapannya. Selain itu, kepuasan konsumen adalah hasil 

perasaan dari dalam diri konsumen dalam menggunakan 

produk atau jasa.
91

 

2. Menurut Zeithaml dan Bitner (2005), kepuasan konsumen 

adaalh merupakan “Customer’s evaluation of a product or 

service interms of wether that product or service has mat 

their needs and expectation”. Yaitu konsumen yang 

merasa puas pada produk/jasa yang dibeli dan 

digunakannya akan kembali menggunakan jasa/produk 

yang ditawarkan.
92

 

3. Menurut Jones (2008) berdasarkan teori perasaan afektif 

eksperimental (ekperientially affective feeling theory), 

kepuasan konsumen dipengaruhi oleh perasaan positif dan 

negatif yang diasosiasikan konsumen dengan produk yang 

sudah dibeli dan dikonsumsi.
93

 

Dalam teori Ekonomi Dasar, tujuan akhir konsumen 

dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa adalah kepuasan. 

Maka, berdasarkan asumsi tersebut, konsumen akan selalu 

berusaha untuk memaksimalkan kepuasan dalam 

mengkonsumsi barang atau jasa. Dengan kata lain, 

mengkonsumsi atau menggunakan suatu produk, nilai atau 

tingkat kepuasan konsumen tidaklah konstan melainkan akan 

terus berkurang sampai pada titik dimana melakukan 

konsumsi barang tersebut tidak lagi memuaskan. Aktivitas 

yang terus diulang-ulang, kelak akan menimbulkan kejenuhan 
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dan kebosanan sehingga akan mengurangi nilai tambah dari 

kepuasan. 

Jika mengikuti teori Permintaan Konvensional, maka 

seakan-akan konsumen dibiarkan memaksimalkan kepuasannya 

asal memiliki anggaran yang mencukupi. Konsep kepuasan 

konsumen pada teori konvensional tidak dipertimbangkan 

maslahah dan kerusakan yang ditimbulkan dari konsumsi. 

Tidak semua kepuasan menghasilkan manfaat, dan tidak semua 

penundaan kepuasan menghasilkan keburukan. Faktanya, 

banyak produk yang dapat memberikan kepuasan maksimal 

kepada konsumen, namun secara sosial ternyata merusak. Dari 

sinilah nilai islam dapat berkontribusi dalam memperbaiki 

masalah ini.
94

 

a. Prinsip Etika Bisnis Konvensional 

Perspektif sekuler atau konvensional menimbang 

standar moral berdasarkan tiga perspektif umum yaitu : 

utilitarian, hak (rights), dan keadilan (justice and 

fairness).
95

 

1. Etika bisnis berdasarkan prinsip utilitarian, yaitu untuk 

menentukan benar salah ditimbang berdasarkan mana 

yang lebih menguntungkan dan tidak menguntungkan. 

Seperti ditulis oleh Velazques, bahwa tindakan dapat 

dikatakan benar jika total utilitas (manfaat atau 

keuntungan) yang dihasilkan oleh suatu kegiatan lebih 

besar dibandingkan yang dihasilkan oleh kegiatan lain. 

2. Etika berdasarkan prinsip hak (rights), yaitu untuk 

menentukan benar atau salah ditimbang berdasarkan 

apa yang menjadi hak seseorang. Hak itu sendiri dapat 

berupak hak negatif atau positif. Hak negatif adalah 

hak seseorang untuk tidak diganggu oleh orang lain. 

Sedangkan hak positif adalah hak seseorang untuk 

mendapatkan sesuatu dari orang lain. Teori hak negatif 
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adalah jika ia tidak diintervensi oleh orang lain untuk 

mengerjakan sesuatu yang diinginkannya. Misalnya, 

jika seseorang ingin minum alkohol, maka tindakan 

yang benar menurut prinsip ini adalah untuk tidak 

melarangnya. Menurut teori hak positif, suatu tindakan 

dapat dikatakan benar jika ia mendapatkan sesuatu 

yang sudah seharusnya dimilikinya. Misalnya, jika ia 

ingin kuliah maka tindakan yang benar adalah 

memberikannya kesempatan untuk kuliah meskipun 

orangtuanya tidak memiliki biaya, atau kemampuan 

intelektualnya tidak mencukupi. 

3. Etika berdasarkan prinsip keadilan (justice and 

fairness), yaitu untuk menentukan benar atau salah, 

harus ditimbang berdasarkan tiga teori keadilan, yaitu 

: keadilan distributif, keadilan retributif, dan keadilan 

konpensatif. Dalam teori keadilan distributif ternyata 

memiliki berbagai pemahaman lagi, yaitu :
96

 

a. Keadilan berdasarkan persamaan 

(egalitarianisme), yaitu benar dan salah, adil atau 

dzolim harus ditimbang berdasarkan prinsip 

persamaan. Dalam paham ini setiap orang harus 

diberikan manfaat dan beban yang persis sama 

tanpa boleh dibedakan atas dasar apapun. Tidak 

etis menurut pemahaman ini jika laki-laki lebih 

diutamakan dibanding wanita, atau laki-laki diberi 

beban yang lebih dibanding wanita. 

b. Keadilan berdasarkan kontribusi (kapitalisme), 

yaitu benar atau salah, adil atau dzolim ditimbang 

berdasarkan nilai kontribusi yang diberikan oleh 

seseorang. Seseorang yang memiliki kontribusi 

paling besar, maka harus mendapatkan manfaat 

yang paling besar dibanding yang lain. 
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c. Keadilan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan 

(sosialisme), yaitu bernar atau salah, adil atau 

dzolim ditimbang berdasarkan tingkat kebutuhan 

dan kemampuan seseorang, bebas kerja harus 

didistribusikan berdasarkan kemampuan seseorang, 

dan manfaat harus didistribusikan berdasarkan 

kebutuhan. Berdasarkan faham sosialisme, akan 

sangat tidak adil jika beban pekerjaan diberikan 

kepada orang yang tidak mampu, dan sangat tidak 

adil jika manfaat kesejahteraan diberikan melebihi 

kebutuhan seseorang. Prakteknya masyarakat 

sosialisme semua orang, apapun profesinya akan 

memiliki kesejahteraan yang sama. 

d. Keadilan berdasarkan kebebasan (liberalisme), 

yaitu benar atau salah, adil atau dzolim itu bebas 

dari paksaan orang lain. Sesuatu yang etis 

menurut paham liberal, adalah sesuatu yang harus 

ditimbang berdasarkan nilai kebebasan yang 

dimiliki setiap manusia. Pencetus utilitarian pasar 

bebas adalah Adam Smith (1723-1790). Menurut 

Adam Smith, individu dibiarkan bebas mencari 

kepentinganya sendiri di pasar bebas, dengan 

mengarahkan usahanya dalam suatu cara untuk 

menghasilkan nilai yang paling besar, individu 

hanya bermaksud meraih kepentingan.
97

 

Dari uraian diatas, dapat ditarik satu kesimpulan yaitu 

masalah yang benar atau salah, baik atau tidak baik, adil atau 

dzolim menurut teori konvensional ternyata tidak memiliki 

persepsi yang sama, berbeda-beda tergantung teori mana yang 

mereka gunakan. Bila hal ini diterapkan pada aktivitas 

pemasaran, pemasar akan bebas melakukan segala cara, biaya 

atau ongkos ditekan secara minimum, tetapi keuntungan dapat 
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maksimal, dan sudah barang tentu menimbulkan 

permasalahan. 

2. Kepuasan Konsumen Dalam Pandangan Islam 

Didalam teori ekonomi, kepuasan seseorang dalam 

mengonsumsi suatu barang dinamakan utility atau nilai guna. 

Bila kepuasan terhadap suatu benda semakin tinggi, maka 

semakin tinggi pula nilai gunanya. Sebaliknya, bila kepuasan 

terhadap suatu benda semakin rendah, maka semakin rendah 

pula nilai gunanya. Terminologinya dimaknai dengan 

terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan fisik. 

Dalam perspektif islam, tujuan konsumsi bukanlah 

konsep utilitas (kepuasan) melainkan kemaslahatan. Konsep 

utilitas sangat subjektif karena bertolak pada pemenuhan 

kebutuhan (needs). Maslahah dipenuhi berdasarkan 

pertimbangan rasional normatif dan positif, maka ada kriteria 

yang objektif tentang suatu barang yang memiliki maslahah  

ataupun tidak. Karena menurut Islam, konsumsi bukanlah 

aktivitas tanpa batas, melainkan juga terbatasi oleh sifat 

kehalalan dan keharaman yang digariskan oleh syara’. 

Firman Allah SWT. Dalam Al-qur’an Al-Maidah ayat 87 

yaitu : 

                       

               

 

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu 

haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah 

halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu 

melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak 

menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan 

orang-orang yang apabila membelanjakan harta, 

mereka tidak berlebihan, dan tidak pula kikir, dan 
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adalah pembelanjaan itu ditengah-tengah antara 

yang demikian”. 

 

Ayat di atas, dapat dijadikan dasar rujukan dalam 

membangun teori konsumen secara umum dalam kepuasan 

konsumsi dan konsumsi khusus dalam islam, sehingga dapat 

berjalan dalam rambu-rambu ajaran islam serta tidak melanggar 

dalam ruh islam. 

Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali yang lahir pada 

tahun 450/1058, telah memberikan sumbangan yang besar 

dalam pengembangan dan pemikiran dalam dunia islam. Salah 

satu yang patut dijadikan rujukan adalah fungsi kesejahteraan 

sosial islam, begitu pula tentang pandangannya tentang peran 

aktivitas sekonomi secara umum. Sebuah tema yang menjadi 

pangkal tolak sepanjang karya-karyanya adalah konsep 

maslahat, atau kesejahteraan sosial atau utilitas (kebaikan 

bersama), sebuah konsep yang mencakup semua urusan 

manusia, baik ekonomi maupun urusan lainnya. 

Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (maslahah) dari 

suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan 

pemeliharaan lima tujuan yaitu : (1) agama (al-dien), (2) hidup 

atau jiwa (nafs), (3) keluarga atau keturunan (nasl), (4) harta 

atau kekayaan (maal), dan (5) intelek atau akal (aql). Ia 

menitikberatkan bahwa sesuai tuntunan wahyu, kebaikan dunia 

ini dan akhirat (maslahat al-din wa al-dunya) merupakan 

tujuan utamanya.
98

 

Ghazali mengkritik mereka yang usahanya hanya 

terbatas untuk memenuhi tingkatan subsisten dalam hidupnya. 

“Jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten (sadd 

al-ramaq) dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan 

meningkat, semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti, dan 

masyarakat akan binasa. Selanjutnya, agama akan hancur, 
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karena kehidupan dunia adalah persiapan bagi kehidupan 

akhirat.
99

 

Oleh karena itu, menurut Al-Ghazali, seandainya 

kehidupan subsisten merupakan suatu norma, usaha produktif 

manusia akan merugi, dan menambah kerugian spiritual 

masyarakat. Al-Ghazali tidak hanya menyadari keinginan 

manusia untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi juga 

kebutuhannya untuk persiapan dimasa depan. Namun demikian, 

ia memperingatkan bahwa jika semangat “selalu ingin lebih”, 

ini menjurus kepada keserakahan dan pengejaran napsu 

pribadi, maka hal itu pantas dikutuk. Dalam pengertian inilah 

ia memandang kekayaan sebagai ujian besar.
100

 

Menurut Umar Chapra, ilmu ekonomi konvensional 

yang selama ini mendominasi pemikiran ilmu ekonomi 

modern, telah menjadi sebuah disiplin ilmu yang sangat maju 

bahkan terdepan. Dampak yang lebih mengagumkan lagi dari 

akselerasi perkembangan di negara-negara industri barat adalah 

tersedianya sumber-sumber kajian yang subtansial bagi para 

pakar untuk membantu program riset mereka. Lain halnya 

dengan ekonomi islam, ilmu ekonomi dengan perspektif islam 

ini baru menikmati kebangkitannya pada tiga atau empat 

dekade terakhir ini setelah mengalami tidur panjang pada 

beberapa abad lalu. Hal ini dikarenakan sebagian besar negara 

muslim adalah negara miskin dengan tingkat pembangunan 

ekonomi yang rendah.
101

 

Tiga konsep penting yang menjadi pilar. Pilar dasar 

ilmu ekonomi konvensional adalah :
102

 

a. Rational economic man, yaitu tingkah laku individu adalah 

rasional, masyarakat dikonseptualisasikan sebagai sebuah 
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kumpulan dari individu-individu yang diikat pemenuhan 

napsu pribadi. 

b. Positivisme, yaitu mengesampingkan peran nilai moral 

sebagai alat filterasi dalam alokasi dan distribusi sumber 

daya. 

c. Hukum say, yaitu menyebutkan bahwa sebagaimana alam 

semesta ilmu ekonomi akan berjalan secara baik apabila 

dibiarkan lepas sekehendaknya. Proses produksi akan 

menciptakan kekuatan permintaannya sendiri, dan tidak 

akan terjadi kelebihan produksi ataupun pengangguran. Hal 

ini membawa pada konsep laissez faire, yaitu konsep yang 

menolak intervensi pemerintah dalam mekanisme pasar. 

Pada umumnya konsumen bersifat memaksimumkan 

kepuasannya. Dalam hal ini, Walker, E.R. lewat bukunya 

From Economic Theory To Policy (Dalam Muhammad 

Nejatullah Siddiqi (1191)) menyatakan rasionalisasi ekonomi 

beranggapan bahwa para konsumen berusaha memaksimumkan 

kepuasan mereka. Ekonomi modern, termasuk aliran ekonomi 

tempo dulu menggunakan istilah kepuasan dalam pengertian 

khusus yang sama sekali bukan tidak mengandung makna 

utilitarian. Akan halnya konsumen yang dipengaruhi oleh 

semangat islam, pada asasnya konsumen juga berusaha 

memaksimumkan kepuasannya. Kepuasan yang dimaksud 

disini bukanlah kepuasan yang bebas, tetapi kepuasan yang 

mengacu kepada dipengaruhi oleh semangat ajaran islam.
103

 

Dalam ajaran islam, aspek yang mempengaruhi tingkah 

laku konsumen dalam rangka melakukan permintaan kebutuhan 

terhadap pasar yang dijiwai oleh semangat islam, yaitu : 

a. Permintaan pemenuhan kebutuhan terhadap pasar hanya 

sebatas barang yang penggunaannya tidak dilarang dalam 

syariat islam 
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b. Cara hidup tidak boros dan kebutuhan terhadap barang 

konsumsi diteliti terlebih dahulu 

c. Pemerataan pemenuhan kebutuhan 

d. Dalam aktivitas pemenuhan kebutuhan, konsumen tidak 

hanya mementingkan kebutuhan yang bersifat materiil 

semata, tetapi juga bersifat immateriil 

e. Untuk memenuhi kepentingan pribadi, juga 

memperlihatkan kepentingan sosial masyarakat 

f. Seorang konsumen juga harus melihat kepentingan 

konsumen yang lain dan kepentingan pemerintah
104

 

Adapun nilai-nilai islam yang harus diaplikasikan 

dalam konsumsi adalah :
105

 

a. Seimbang dalam konsumsi, yaitu islam mewajibkan kepada 

pemilik harta agar menafkahkan sebagian hartanya untuk 

kepentingan diri, keluarga, dan fi sabilillah. 

b. Membelanjakan harta pada bentuk yang dihalalkan dan 

dengan cara yang baik, yaitu islam mendorong dan 

memberi kebebasan kepada individu agar membelanjakan 

hartanya untuk membeli barang-barang yang baik dan halal 

dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebebasan itu 

diberikan dengan ketentuan tidak melanggar batas-batas 

yang suci serta tidak mendatangkan bahaya terhadap 

keamanan dan kesejahteraan masyarakat dan negara. 

c. Larangan bersikap israf (royal), dan tabzir (sia-sia), yaitu 

nilai-nilai akhlak yang terdapat dalam konsep konsumsi 

adalah pelarangan terhadap sikap hidup mewah. Gaya 

hidup mewah adalah perusak individu dan masyarakat, 

karena menyibukkan manusia dengan hawa napsu, 

melalaikannya dari hal-hal yang mulia dan akhlak yang 

luhur. 
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Dr. Monzer Kahf daalm bukunya berjudul “The Islamic 

Economy : Analytical of the Functioning of the Islamic 

Economic System” menyebutkan bahwa “tingkat keshalehan 

seseorang mempunyai korelasi positif terhadap tingkat produksi 

yang dilakukannya”. Jika seseorang semakin meningkat nilai 

keshalehannya maka nilai produktifitasnya juga semakin 

meningkat, begitu juga sebaliknya jika keshalehan seseorang 

itu dalam tahap degradasi maka akan berpengaruh pula pada 

pencapaian nilai produktifitas yang menurun.
106

 

Sebuah contoh, seseorang yang senantiasa terjaga 

untuk selalu menegakkan sholat berarti ia telah dianggap 

shaleh. Dalam posisi seperti ini, orang tersebut telah merasakan 

tingkat kepuasan bathin yang tinggi dan secara psikologi 

jiwanya telah mengalami ketenangan dalam menghadapi setiap 

permasalahan kehidupannya. Selama ini, kesan yang terbangun 

dalam alam pikiran kebanyakan pelaku ekonomi, apalagi 

mereka yang berlatar belakang konvensional melihat bahwa 

keshalehan seseorang merupakan hambatan dan perintang 

untuk melakukan aktifitas produksi. Orang yang shaleh dalam 

pandangannya terkesan sebagai sosok orang pemalas yang 

waktunya hanya dihabiskan untuk beribadah dan tidak hanya 

jarang menghiraukan aktifitas ekonomi yang dijalaninya. 

Akhirnya, mereka mempunyai pemikiran negatif terhadap nilai 

keshalehan tersebut.
107

 

Dari itu, prinsip-prinsip dasar produksi, distribusi dan 

konsumsi perlu dibangun seperti : 

a. Prinsip dasar untuk memproduksi sesuatu itu bebas, 

termasuk keadilan dalam pengelolaan lahan pertanian dan 

pengadaan barang-barang perdagangan yang lebih bagus 

b. Distribusi komoditas dan kekayaan adalah bebas tetapi 

bukan berarti bebas kontrol atau berputar pada sebagian 

kelompok 
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c. Pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat harus di dukung 

oleh adanya kejelasan hukum dan peraturan-peraturan yang 

mencerahkan dan semua itu menjadi tanggungjawab 

negara.
108

 

Seorang muslim untuk mencapai tingkat kepuasan 

harus mementingkan beberapa hal, yaitu barang yang 

dikonsumsinya adalah halal, baik secara zatnya maupun cara 

memperolehnya, tidak bersifat israf (royal), dan tabzir (sia-

sia). Oleh karena itu, kepuasan seorang muslim tidak 

didasarkan barang yang dikonsumsi, tetapi didasarkan atas 

berapa besar nilai ibadah yang didapatkan dari yang 

dikonsumsinya. 

Dalam Islam tujuan konsumsi bukanlah konsep utilitas 

seperti pemikiran ekonomi modern sebagai homo economicus 

yang menunjukkan perilaku memaksimalkan keuntungan dan 

kepuasannya, melainkan kemaslahatan. Maslahah dipenuhi 

berdasarkan pertimbangan rasional normatif dan positif, maka 

ada kriteria yang objektif tentang suatu barang yang memiliki 

maslahah atau tidak. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Konsumen 

Setiap perusahaan tentu ingin memberikan pelayanan 

terbaik untuk konsumennya. Namun demikian, ada beberapa 

faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen itu sendiri. 

Apabila faktor-faktor tersebut dapat dipenuhi dengan baik, 

maka loyalitas konsumen pun tercipta sehingga pendapatan 

bisnis pun meningkat. Bahkan ditengah persaingan bisnis yang 

kian ketat, perusahaan akan tetap mampu bertahan dan unggul 

karena pelanggan atau konsumen merasa mendapatkan 

pelayanan yang diinginkan. Meski demikian, perusahaan harus 

mampu memenej sedemikian rupa kemungkinan-kemungkinan 

sebab timbulnya ketidakpuasan pelanggan atau konsumen, 

munculnya rasa tidak puas terhadap sesuatu antara lain : 

a. Tidak sesuai harapan dengan kenyataan 
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b. Layanan selama proses menikmati jasa yang tidak 

memuaskan 

c. Perilaku personil kurang memuaskan 

d. Suasana dan kondisi fisik lingkungan tidak menunjang 

e. Cost terlalu tinggi, karena jarak terlalu jauh, banyak 

waktu terbuang dan harga tidak sesuai 

f. Promosi/iklan terlalu muluk, tidak sesuai dengan 

kenyataan
109

 

Langkah berikut yang tidak kalah pentingnya adalah 

mengembangkan sistem informasi manajemen, dimana 

perusahaan bisa mengkategorisasikan setiap keluhan yang 

disampikan dan belajar dari kesalahan yang pernah dilakukan, 

setidaknya terdapat empat aspek penanganan keluhan yang 

penting, yaitu :
110

 

a. Empati terhadap pelanggan yang marah 

Dalam menghadapi pelanggan atau konsumen yang emosi 

atau marah, staf layanan pelanggan harus berkepala dingin 

dan bersikap empati. Untuk itu perlu diluangkan waktu 

untuk mendengarkan keluhan mereka dan berusaha 

memahami situasi yang dirasakan oleh pelanggan tersebut. 

Sehingga pemecahan yang optimal dapat diupayakan 

bersama. 

b. Kecepatan dalam penanganan keluhan 

Kecepatan sangat penting dalam penanganan keluhan. 

Apabila keluhan pelanggan atau konsumen tidak segera 

ditanggapi, maka rasa tidak puas terhadap perusahaan akan 

menjadi permanen dan tidak dapat diubah lagi. Apabila 

keluhan dapat ditangani dengan cepat, maka ada 

kemungkinan pelanggan tersebut menjadi puas. Apabila 
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pelanggan puas dengan cara penanganan keluhannya, maka 

besar kemungkinan ia akan menjadi pelanggan perusahaan 

kembali. Hasil riset Technical Assistance Research 

Programs
111

 menunjukkan bahwa : 

1. 70-90% pelanggan yang menyampaikan komplain 

akan melakukan bisnis kembali dengan perusahaan 

yang sama apabila ia puas dengan cara penanganan 

keluhannya. 

2. 20-70% pelanggan yang tidak puas dengan cara 

penanganan komplainnya tidak bakal melakukan 

bisnis lagi dengan perusahaan yang sama. 

c. Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan permasalahan 

atau keluhan 

Perusahaan wajib memperhatikan aspek kewajaran dalam 

hal biaya dan kinerja jangka panjang. Hasil yang 

diharapkan tentunya adalah situasi “win-win” (fair, realistis 

dan proporsional), dimana pelanggan atau konsumen sama-

sama diuntungkan. 

d. Kemudahan bagi konsumen untuk menghubungi 

perusahaan 

Akses bagi konsumen terhadap perusahaan dalam rangka 

menyampaikan komentar, saran, kritik, pertanyaan, 

maupun keluhan merupakan faktor krusial yang harus 

dipertimbangkan. Disini sangat dibutuhkan adanya metode 

komunikasi yang mudah dan relatif tidak mahal, dimana 

pelanggan dapat menyampaikan keluh-kesahnya. Saluran 

telpon bebas pulsa (hot line service), website, dan atau blog 

untuk menampung keluhan pelanggan. 

Pada akhir-akhir ini perusahaan diseluruh dunia telah 

menganut konsep manajemen kualitas total, total quality atau 

TQM. Manajemen kualitas total adalah filsafat manajemen 

yang didasarkan atas ide-ide bahwa perusahaan yang berhasil 
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akan secara terus-menerus meningkatkan kualitas produk 

mereka dan kualitas tersebut didefinisikan sebagai hal yang 

sesuai dengan keinginan pelanggan.
112

 Isu utama dalam 

penilaian kinerja produk adalah dimensi apa yang digunakan 

konsumen untuk melakukan evaluasinya. Ada tujuh dimensi 

dasar dari kualitas yang mempengaruhi kepuasan konsumen, 

yaitu : 

a. Kinerja, dimana tingkat absolut kinerja barang atau jasa 

pada atribut kunci yang diidentifikasi para pelanggan, 

sejauh mana produk atau jasa digunakan dengan benar, 

kemampuan pegawai untuk menangani masalah dengan 

benar. 

b. Interaksi pegawai, keramahan, sikap dan empati yang 

ditunjukkan oleh masyarakat pemberi jasa atau barang, 

kredibilitas menyeluruh para pegawai, termasuk 

kepercayaan konsumen kepada pegawai dan persepsi 

mereka tentang keahlian pegawai. 

c. Reliabilitas, yaitu konsistensi kinerja barang, jasa, dan 

toko. 

d. Daya tahan, yaitu mengenai rentang kehidupan produk dan 

kekuatan hukum. 

e. Ketetapan waktu dan kenyamanan, yaitu seberapa cepat 

produk diserahkan atau diperbaiki, seberapa cepat 

informasi atau jasa diberikan, kenyamanan pembelian dan 

proses jasa, termasuk penerimaan kartu kredit, jam kerja 

kantor, dan tempat parkir. 

f. Estetika, yaitu penampilan fisik barang atau toko, daya 

tarik penyajian jasa, kesenangan atmosfir dimana jasa atau 

produk diterima, bagaimana desain produk yang akan 

diperlihatkan kepada masyarakat. 
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g. Kesadaran akan merek, yaitu dampak positif atau negatif 

tambahan atas kualitas yang tampak, yang mengenal 

merek atau nama toko atau evaluasi konsumen.
113

 

Adapun faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi 

kepuasan konsumen, adalah : 

a. Mutu produk 

Hal terpenting yang wajib diperhatikan setiap perusahaan 

untuk menciptakan kepuasan konsumen adalah mutu dari 

produk yang digunakan. Untuk itu, pastikan kita selalu 

memilih dan menggunakan produk berkualitas. Sehingga 

pelanggan atau konsumen merasa puas dan tidak ragu 

untuk kembali membeli produk yang kita tawarkan. 

Pengaruh mutu produk ini juga menjadi salah satu strategi 

pemasaran produk terbaik. Juga menjadi sebab sering 

dijumpai pelanggan merekomendasikan produk anda 

kepada keluarga ataupun teman-temannya. 

b. Kualitas pelayanan 

Faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen juga bisa 

datang dari kualitas pelayanan yang diberikan dan seluruh 

karyawan yang ada. Hal ini sangat penting terutama yang 

bergerak dibidang jasa. Persepsi pelanggan atau konsumen 

terhadap bisnis sedikit banyak akan dipengaruhi oleh 

kualitas pelayanan terbaik, termasuk setelah transaksi jual-

beli diselesaikan. 

c. Penetapan harga 

Sebelum memutuskan pembelian suatu produk, konsumen 

tentu akan melakukan perbandingan harga produk yang 

sama dari beberapa merek, artinya penetapan harga juga 

berpengaruh pada kepuasan konsumen. Jadi sebaiknya 

lakukan riset pasar sebelum menetapkan harga untuk 

produk barang atau jasa yang akan dijual. Jika 

memungkinkan, berikan harga yang relatif terjangkau, 
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dengan kualitas yang baik sehingga pelanggan tidak merasa 

dikecewakan. 

d. Pengalaman belanja yang menyenangkan 

Pengalaman belanja konsumen (customer experience) juga 

berpengaruh terhadap kepuasannya. Pengalaman ini 

berbanding lurus dengan kemudahan selama proses 

pembelian. Proses belanja yang mudah, cepat, dan fleksibel 

sangat diminati oleh konsumen. Fasilitas bebas biaya 

tambahan, bebas parkir, gratis ongkir (ongkos kirim), dan 

pilihan metode pembayaran yang beragam, pun mampu 

menjadi faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan 

atau konsumen. 

e. Testimoni orang lain 

Pengalaman (experience) orang lain akan mempengaruhi 

minat dan persepsi konsumen baru. Faktor inilah yang akan 

menentukan pengalaman belanja yang ia dapatkan. Hal ini 

dikarenakan konsumen akan langsung membandingkan 

testimoni orang lain dengan pengalaman baik sama seperti 

orang lain, maka ia juga akan merasa puas dan selalu 

memilih produk kita diantara pesaing-pesaing lainnya. 

Perbandingan itu akan membantu pelanggan menentukan 

seberapa banyak informasi yang dikumpulkan dan dari 

sumber yang mana. Pencarian informasi meliputi : 

1. Mencari lebih banyak informasi, khususnya dari 

sumber personal terpercaya seperti teman, rekan kerja 

dan saudara 

2. Mengandalkan reputasi produsen atau penyedia jasa 

3. Mencari garansi dan jaminan 

4. Bertanya pada karyawan perusahaan mengenai produk-

produk alternatif 

5. Mencari peluang untuk mencoba produk sebelum 

pembelian (contohnya, kunjungan pertama gratis ke 
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fitness center, seminggu pertama gratis di play group, 

test drive mobil, dan lain-lain) 

6. Menelusuri berbagai situs jejaring sosial dan mesin 

pencari (search enginess) untuk mencari informasi 

7. Setia pada produk atau penyedia jasa saat ini karena 

lebih familier dengan kerjanya 

8. Mencari tangiable cues atau bukti fisik lainnya 

sebagai sarana untuk menilai kualitas jasa dan 

menekan persepsi terhadap risiko jasa
114

 

f. Strategi pemasaran 

Selain faktor diatas, adalah strategi pemasaran. Tanpa 

disadari strategi dalam membuat iklan dan promosi juga 

mempengaruhi pada ekspektasi pelanggan. Ketika 

perusahaan berlebihan dalam mempromosikan keunggulan 

produk dan layanan, tanpa disertai dengan keadaan faktual 

yang demikian maka pelanggan justru akan merasa kecewa, 

karena apa yang didapatkan tidak sesuai dengan apa yang 

mereka lihat dan percayai dari penawaran suatu 

perusahaan. Maka jalan lainnya adalah pemberian reward 

untuk mereka yang sudah setia dengan produk tersebut. 

Sebagai salah satu pilihan hadiah, mulai dari anak-anak 

hingga lanjut usia (lansia). Berikut ini lima faktor khusus 

yang harus dipertimbangkan ketika menetapkan anggaran 

iklan yaitu : 

1. Tahap dalam situs hidup produk. Produk baru 

umumnya mendapatkan anggaran iklan lebih besar 

untuk menciptakan kesadaran dan membuat pelanggan 

mencoba produk. 

2. Pangsa pasar dan basis konsumen. Merek dengan 

pangsa pasar yang tinggi biasanya memerlukan 

pengeluar iklan yang lebih sedikit sebagai prosentasi 
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penjualan untuk mempertahankan pangsa. Untuk 

membangun pangsa dengan meningkatkan ukuran 

pasar diperlukan pengeluaran yang lebih besar. 

3. Persaingan dan kerumunan. Didalam pasar dengan 

jumlah pesaing yang banyak dan pengeluar iklan yang 

tinggi. Merek  harus beriklan lebih kencang agar 

didengar. 

4. Frekwensi iklan. Jumlah repetisi yang diperlukan untuk 

melewatkan pesan merek kepada konsumen 

mempunyai dampak jelas bagi anggaran iklan. 

5. Kemampuan penggantian (subtitusi) produk. Merek 

yang kurang terdiferesiasi atau kelas produk semacam 

komoditi (bank, maskapai penerbangan) memerlukan 

iklan besar-besaran untuk menanamkan citra 

berbeda.
115

 

Memahami Kebutuhan Konsumen 

Konsumen dapat memilih saluran yang mereka 

sukai berdasarkan sejumlah faktor yaitu : 1) harga, 2) 

pilihan produk, 3) dan kenyamanan pilihan saluran, 4) 

dan juga tujuan belanja mereka (ekonomi, sosial, atau 

eksperimental). Seperti layaknya produk, adanya 

segmentasi, dan pemasar yang menerapkan berbagai 

jenis saluran, harus disadari juga bahwa konsumen 

yang berbeda memiliki kebutuhan berbeda selama 

proses pembelian.
116

 

Periset Nunes dan Cespedes berpendapat bahwa 

dibanyak pasar, pembeli dibagi menjadi satu dari 

empat kategori :
117
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a. Pembelanja berdasarkan kebiasaan, membeli 

dari tempat yang sama dengan cara yang sama 

sepanjang waktu 

b. Pencari kesepakatan bernilai tinggi, yakni 

mengetahui kebutuhan mereka dan banyak 

penyelidikan saluran sebelum membeli dengan 

harga serendah mungkin. 

c. Pembelanja yang mencintai keragaman, yakni 

mengumpulkan informasi dibanyak saluran, 

memanfaatkan layanan sentuhan tinggi, kemudian 

membeli disaluran favorit mereka tanpa 

memperhatikan harga. 

d. Pembelanja dengan keterlibatan tinggi, 

mengumpulkan informasi disemua saluran, 

melakukan pembelian disaluran biaya murah, 

tetapi memanfaatkan layanan pelanggan dari 

saluran sentuhan tinggi. 

Pasar merupakan kelompok konsumen yang 

berada diberbagai lokasi yang mempunyai keinginan 

dan kebutuhan, sumber daya, sikap dan praktek 

pembelian yang saling berbeda antara satu dengan 

yang lain. Sifat pasar yang sangat heterogen 

memerlukan segmentasi pasar, proses pemisahan pasar 

menjadi beberapa segmen atau bagian yang homogen 

dalam semua aspek yang berhubungan dengan 

pemasaran produk.
118

 Banyak sedikitnya jumlah barang 

yang diminta akan tergantung oleh faktor-faktor 

sebagai berikut : 

a. Harga barang yang diminta 

b. Harga barang-barang subtitusi dan barang 

komplementernya 
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c. Pendapatan konsumen 

d. Selera konsumen
119

 

Hubungan antara tinggi rendahnya harga dan 

banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta dapat 

digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel 0.2 

Harga dan Jumlah Barang Yang Diminta 

Periode Harga Per Satuan Jumlah Barang Yang Diminta (Q) 

A Rp.          500,00 9  Satuan 

B Rp.          400,00 10 Satuan 

C Rp.          300,00 12 Satuan 

D Rp.          200,00 15 Satuan 

E Rp.          100,00 20 Satuan 

Sumber : Buchari Alma 2016 

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pada 

harga yang tinggi (Rp. 500,00) maka jumlah barang 

yang diminta adalah sedikit (9 kesatuan). Makin rendah 

harga, makin banyak yang diminta, sehingga pada 

harga yang rendah yaitu Rp. 100,00 maka jumlah 

barang yang diminta adalah sebanyak 20 unit. 

Ditinjau dari jumlah orang meminta, maka 

permintaan dapat dibedakan atas permintaan individual 

dan permintaan kolektif atau permintaan pasar (market 

demand). Permintaan individual yaitu permintaan yang 

datang dari seorang individu. Sedang permintaan yang 

kolektif atau permintaan pasar adalah kumpulan dari 

permintaan-permintaan individu. Contoh : 3 orang 

secara individual, yaitu A, B, dan C menghendaki 
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barang dengan harga dan jumlah permintaannya 

masing-masing tertera pada tabel berikut : 

Tabel 0.3 

Permintaan individual permintaan kolektif 

Harga 
Permintaan Individual Permintaan Kolektif 

A B C D 

Rp. 1 6 10 20 36 

Rp. 2 5 6 15 26 

Rp. 3 4 2 10 16 

Sumber : Buchari Alma 2016 

Kolom 1 pada Tabel 0.3 tersebut 

menggambarkan tingkat-tingkat harga. Kolom 2, 3 dan 

4 menggambarkan jumlah permintaan-permintaan 

individu A, B dan C pada kolom 5 menunjukkan 

jumlah keseluruhan permintaan (permintaan kolektif 

atau permintaan pasar) dengan jumlah 36, 26 dan 16 

dengan harga masing-masing Rp. 1,00, Rp. 2,00 dan 

Rp. 3,00. Bila tabel tersebut kita gambarkan dalam 

bentuk curve akan tampak sebagai berikut : 
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Gambar 1.5 

Curve A, B dan C menggambarkan permintaan 

individu-individu A, B dan C. Sedangkan Curve D 

adalah menggambarkan gabungan sejumlah 36, 26 

dan 16 kesatuan barang yang diminta. Jadi curve A, B 

dan C merupakan permintaan individual dan Curve D 

merupakan kurve permintaan kolektif atau curve 

permintaan pasar yang bentuknya lebih landai dan 

stabil. Curve individual A, B, C bentuknya lebih 

curam dan sangat dipengaruhi oleh harga. 

Abraham Maslow,
120

 yang terkenal dengan teori 

herarki/jenjang kebutuhan (herarchy of needs theory), 

menyatakan bahwa manusia pada dasarnya memiliki 

lima kebutuhan yang bertingkat-tingkat mulai dari 

kebutuhan paling dasar (asasi) sampai pada kebutuhan 

aktualisasi diri. Menurut teori ini, untuk menuju pada 

jenjang kebutuhan yang lebih tinggi seseorang harus 

dapat memenuhi kebutuhan yang ada ditingkat 

bawahnya. 
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Teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan 

Abraham Maslow secara lengkap adalah sebagai 

berikut :
121

 

a. Kebutuhan fisiologis 

Kebutuhan fisiologis (physiological neends) 

merupakan kebutuhan tingkat pertama dan utama 

dalam mempertahankan hidup dan kehidupan 

manusia (survival), seperti kebutuhan makan, 

minum, pakaian dan perumahan (tempat tinggal). 

Kebutuhan ini merupakan kebutuhan manusia yang 

paling dasar, dan setiap manusia memerlukannya 

tanpa terkecuali. 

b. Kebutuhan keamanan 

Setelah kebutuhan dasar manusia dapat dipenuhi, 

maka manusia berupaya untuk dapat kebutuhan 

yang paling tinggi yaitu kebutuhan rasa aman dan 

nyaman (safety needs), selamat dari segala macam 

marabahaya yang akan menimpa manusia. 

Misalnya ingin aman dan nyaman dari kerusuhan, 

pertikaian, pembakaran, penjarahan dan lain-lain. 

c. Kebutuhan sosial 

Kebutuhan sosial berkaitan dengan masyarakat, 

bagaimana seseorang berinteraksi dengan orang 

lain dalam kehidupan bermasyarakat. Manusia 

adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan 

dengan orang lain. Dimanapun kita berada, baik di 

kota, di desa, hidup dalam kebersamaan, 

kegotongroyongan, saling membantu antara yang 

satu dengan yang lain merupakan kebutuhan yang 

harus diperhatikan. Contoh; dalam melakukan 

kerja bakti dilingkungan masyarakat seperti 

kegiatan bersih lingkungan, gotong royong, 
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pernikahan, khitanan, siskamling (kegiatan 

pengamanan) dan sejenisnya. 

d. Kebutuhan status 

Selain pemenuhan akan kebutuhan dasar, manusia 

juga ingin memenuhi kebutuhan akan status 

dirinya. Kebutuhan manusia akan status (status 

needs) berkaitan dengan pengakuan penghargaan, 

kedudukan dan tingkatan sosial di masyarakat. 

Status seseorang dalam suatu masyarakat dapat 

diukur dari tingkat keimanannya, 

kebangsawanannya, keilmuannya, jabatannya, atau 

kekayaannya. 

e. Kebutuhan aktualisasi diri 

Kebutuhan aktualisasi diri (self actualization 

needs) merupakan tingkat kebutuhan yang tertinggi 

menurut Abraham Maslow. Dalam hal ini yang 

ditekankan adalah bagaimana seseorang mampu 

mengaktualisasikan dirinya dalam berbagai 

kegiatan yang mampu menumbuhkan kreativitas, 

inovasi-inovasi baru, mampu menunjukkan sikap 

kearifan dan kebijaksanaan dalam mengambil 

keputusan penting dalam suatu organisasi. 

 

C. Penelitian Yang Relevan 

Menurut Nurrahmi Hayani, dalam karyanya berjudul 

“Pengaruh Sertifikasi Halal dan Bahan Makanan Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Makanan oleh Ibu Rumah Tangga 

Muslim di Pekanbaru” menyatakan bahwa sertifikasi halal 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

produk makanan oleh ibu rumah tangga muslim di Kelurahan Air 

Putih Kecamatan Tampan Pekanbaru. Diketahui bahwa dari nilai t 

hitung (2,901) >f tabel (1,985) dengan nilai signifikan yang 

dihasilkan sebesar 0,000 <0,05. Hal ini menunjukkan bahwa bahan 

makanan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan 
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pembelian produk makanan oleh ibu rumah tangga muslim di 

Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Pekanbaru. Sertifikasi 

halal dan bahan makanan berpengaruh secara simultan terhadap 

keputusan pembelian produk makanan oleh ibu rumah tangga di 

Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Pekanbaru. Hal ini 

diketahui dari f hitung sebesar 24,446 dengan signifikansi 0,000. f 

tabel dapat diperoleh dari f tabel (3,09) dengan signifikansi 0,000 < 

0,05. Nilai adjusted r. square sebesar 0,335 atau 33,5%. Ini berarti 

variabel keputusan konsumen dipengaruhi oleh sertifikasi halal dan 

bahan makanan sebesar 33,5% dan sisanya 66,5% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian. Metode 

penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu 

kuesioner, dan analisis datanya berupa regresi linier berganda.
122

 

Menurut Faradella Harum Prasetyo, Moch. Khoirul Anwar 

dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Labelisasi Halal Terhadap 

Keputusan Pembelian Produk Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) pada Masyarakat Muslim Kabupaten Tulungagung”. 

Menyatakan bahwa; labelisasi halal berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk air minum dalam 

kemasan pada masyarakat muslim Kabupaten Tulungagung, 

memiliki pengetahuan yang baik terkait konsep halal untuk 

diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Hendaknya umat muslim 

selalu memperhatikan kehalalan produk sebelum mengkonsumsi 

sesuatu seperti makanan, minum-minuman, obat-obatan, kosmetik 

dan lainnya. Karena Allah SWT mewajibkan umat muslim untuk 

mengkonsumsi sesuatu yang halal saja. Aturan konsumsi sesuatu 

yang halal diwajibkan dengan bertujuan untuk kebaikan suatu umat 

agar senantiasa terhindari dari baya sehingga mencapai berkah 

didunia dan akhirat. Menurutnya, temuan ini telah menunjukkan 

bahwa label halal memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian 

produk air minum dalam kemasan. Oleh karena itu, penting bagi 

pelaku usaha melengkapi informasi halal pada produknya sesuai 

prosedur yang berlaku di Indonesia. Dalam kegiatan penelitiannya 

                                                           
122 Nurahmi Hayati, “Pengaruh Sertifikasi Halal dan Bahan Makanan 

Terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan oleh Ibu Rumah Tangga Muslim di 

Pekanbaru”, Jurnal Al-Amwal, Vol. 8, No. 1, Juni 2019, h. 43 
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metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan 

analisis inferensia. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah 

kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan onvenience 

sampling kemudian populasi dihitung menggunakan rumus 

lemeshow untuk menentukan jumlah sampel, sedangkan teknik 

pengumpulan datanya melalui kuisioner secara online dan 

menggunakan media google formulir kemudian di distribusikan 

dengan media sosial whatsapp dan instagram.
123

 

Menurut Lisani, karyanya berjudul “Analisis Pengaruh 

Labelisasi Halal Produk-produk Konsumsi Terhadap Preferensi 

Konsumsi Pada Mahasiswa Muslim FEB USU”, dijelaskan bahwa; 

terdapat adanya hubungan antara labelisasi halal produk-produk 

konsumsi dengan preferensi konsumsi pada mahasiswa muslim 

FEB USU. Dengan adanya labelisasi halal pada produk-produk 

konsumsi, maka semakin tinggi kecenderungan mahasiswa muslim 

FEB USU untuk memilih mengkonsumsi produk tersebut. Diantara 

jawaban positif responden terhadap labelisasi halal adalah 

pernyataan bahwa produk yang memiliki labelisasi halal 

memberikan kenyamanan bagi konsumen dalam mengkonsumsi 

suatu produk, diketahui bahwa terdapat 51 responden (55,44%) 

yang menjawab sangat setuju dan juga 29 responden (51,32%) yang 

menyatakan setuju. Dari hasil jawaban kuesioner variabel labelisasi 

halal menyimpulkan bahwa labelisasi halal pada suatu produk 

konsumsi membuat responden merasa percaya dan yakin terhadap 

jaminan kehalalan dan kesehatan produk-produk konsumsi. 

Diantara jawaban positif responden terhadap preferensi konsumsi 

produk halal adalah mengenai pernyataan bahwa produk yang 

populer lebih penting dalam pemilihan produk untuk dikonsumsi 

walaupun kehalalannya diragukan. Metode penelitiannya 

menggunakan penelitian asosiatif, sementara jenis dan sumber 

datanya adalah data primer dan sekunder yaitu mahasiswa muslim 

FEB USU dan bagian mahasiswa fakultas ekonomi dan bisnis USU 

                                                           
123 Faradella Harum Prasetyo, Moch. Khoirul Anwar, “Pengaruh Labelisasi 

Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

pada Masyarakat Muslim Kabupaten Tulungagung”, Jurnal Ekonomika dan Bisnis 

Islam, E-ISSN: 2686-620 X, Vol. 4, No. 1, Tahun 2021, h. 139-148 
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serta literatur lainnya. Adapun metode analisis data yang digunakan 

adalah uji validitas dan realibilitas sebagai ukuran yang mengacu 

kepada derajat kesesuaian antara data yang dikumpulkan dan data 

sebenarnya dalam sumber data. Untuk menganalisis ada tidaknya 

hubungan antara variabel, ia menggunakan uji korelasi spearman 

rank.
124

 

Penelitian oleh Maryani et al., berjudul “Sertifikasi Halal 

Produk Air Minum Dalam Kemasan Menurut Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal” mengatakan 

bahwa; kinerja Kementerian Agama BPJPH melakukan registrasi 

pengajuan permohonan sertifikat halal dan penerbitan sertifikat 

halal. Pengkajian ilmiah terhadap hasil pemeriksaan dan pengujuan 

kehalalan produk dan pelaksanaan sidang fatwa halal. LPPOM 

melakukan penelitian, pengkajian dan pemeriksaan terhadap 

produk pangan, obat-obatan dan kosmetika untuk dilaporkan dan 

dibawa kesidang komisi Fatwa MUI. Peran Kementerian Agama 

(BPJPH) fokus pada aspek pengaturan, operasional, administrasi 

keuangan, kerjasama dan edukasi, sementara MUI menetapkan 

kehalalan atau ketidakhalalan suatu produk serta aspek syariah 

lainnya. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian 

sosiologi/empiris dan penggunaan pendekatan kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, 

dokumentasi.
125

 

Ahda Segati dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh 

Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk, dan Harga Terhadap 

Persepsi Peningkatan Penjualan”, hasil penelitiannya menunjukkan 

bahwa variabel sertifikasi halal, kualitas produk dan harga 

berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penjualan. Hal ini 

terbukti dari f hitung sebesar 8,151 > f tabel sebesar 2,67 dengan 

signifikansi 0,000 (<0,05). Oleh karena itu, Ho ditolak dan H1 

                                                           
124 Nurul Lisani, “Analisis Pengaruh Labelisasi Halal Produk-produk 

Konsumsi Terhadap Preferensi Konsumsi Pada Mahasiswa Muslim FEB USU”, 

Skripsi Universitas Sumatera UtaraI, Tahun 2018, h. 55-79 
125 Maryani et al., “Sertifikasi Halal Produk Air Minum Dalam Kemasan 

Menurut Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, 

Disertasi Ilmu Syariah, http://reository.uinjambi.ac.id 31 Agustus 2020  

http://reository.uinjambi.ac.id/
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diterima, artinya ada pengaruh simultan variabel sertifikat halal, 

kualitas produk dan harga berpengaruh signifikan terhadap 

peningkatan penjualan aqiqah katering Nurul Hayat Yogyakarta. 

Selain itu, variabel sertifikat halal, kualitas produk dan harga 

memiliki pengaruh yang signifikan pada penjualan meningkat 

12,6% terbukti R
2
 dari 0,126. Sedangkan sisanya 87,4% 

dipengaruhi oleh variabel lain. Adapun penelitian yang digunakan 

merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif. 

Sementara metode yang digunakan dalam penelitiannya dengan 

regresi linier berganda. Dalam populasi dalam penelitiannya adalah 

seluruh konsumen dan produsen Aqiqah Catering Nurul Hayat 

Yogyakarta.
126

 

Zakiya Ulin Nukha, Rini Rahayu Kurniati, Ratnanikin 

Hardati, dalam penelitiannya berjudul “Pengaruh Sertifikasi Halal, 

Harga dan Kualitas Produk Terhadap Kepuasan Konsumen Melalui 

Keputusan Pembelian, Studi pada Konsumen Produk Herbal HPAI 

di Kecamatan Ponco Kusumo”, hasil penelitiannya menjelaskan 

bahwa; terdapat pengaruh simultan variabel sertifikasi halal, harga, 

kualitas produk dan keputusan pembelian terhadap kepuasan 

konsumen. Sedangkan secara parsial terdapat pengaruh antara 

variabel sertifikasi halal dan kualitas produk baik terhadap 

kepuasan konsumen maupun keputusan pembelian. Selain itu juga 

terdapat variabel mediasi, namun pada variabel harga tidak terdapat 

pengaruh parsial maupun variabel mediasi. Jenis penelitiannya 

adalah kuantitatif. Sementara metode pengumpulan datanya 

menggunakan kuesioner dan menggunakan metode analisis path.
127

 

Eka Dyah Setyaningsih, Sofyan Marwansyah, penelitiannya 

berjudul “The Effect of Halal Certification and Halal Awareness 

Through Interest in Delisions on Buying Halal Food Product”, 

                                                           
126 Ahda Segati, “Pengaruh Persepsi Sertifikasi Halal, Kualitas Produk dan 

Harga Terhadap Persepsi Peningkatan Penjualan”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 

Vol. 3, No. 2, Tahun 2018, h. 8-9 
127 Jakiya Ulin Nukha, Rini Rahayu Kurniati, Ratnanikin Hardati, “Pengaruh 

Sertifikasi Halal, Harga dan Kualitas Produk terhadap Kepuasan Konsumen Melalui 

Keputusan Pembelian, Studi Pada Konsumen Produk Herbal HPAI di Kecamatan 

Ponco Kusumo”, Jurnal Ilmu Administrasi Niaga/Bisnis, Vol. 10, No. 1, Tahun 2021 
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menyimpulkan bahwa; pengaruh sertifikasi halal terhadap minat 

konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan halal 

berpengaruh positif terhadap minat konsumen. Pengaruh sertifkasi 

halal terhadap keputusan konsumen dalam mengkonsumsi produk 

makanan halal berpengaruh terhadap keputusan konsumen. 

Pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan konsumen dalam 

mengkonsumsi produk makanan halal, berpengaruh positif terhadap 

keputusan konsumen. Responden yang menggunakan produk 

makanan halal di daerah Jakarta Selatan dan Bogor sebesar 54% 

untuk wanita, dan pria sebesar 46%, sehingga menurutnya 

disimpulkan bahwa pria dan wanita sangat memperhatikan 

keputusan menggunakan makanan produk halal. Sementara 

metodelogi penelitian yang digunakan diolah dengan teknik analisis 

SEM melalui perangkat AMOS menggunakan responden berjumlah 

330 orang di kawasan Jakarta dan Bogor. Pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dengan skala likert satu sampai lima.
128

 

Berkaitan dengan diatas, Dano Apriansyah, hasil 

penelitiannya berjudul “Pengaruh Sertifiaksi Halal, Harga dan 

Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik 

Wardah pada Mahasiswi Manejemen Universitas Muhammadiyah 

Bengkulu”, penelitiannya disimpulkan bahwa; variabel sertifikasi 

halal berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian, harga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian, serta kualitas produk berpengaruh positif 

terhadap keputusan pembelian. Populasi dalam penelitian sebanyak 

591 orang mahasiswa dengan metode sampel menggunakan rumus 

slovin dan taraf signifikasi 90% (0,1), metode pengumpulan data 

menggunakan kuesioner dengan bantuan google form, sedang 

teknis analisis data yang digunakan adalah data regresi linier 

berganda.
129
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Certification and Halal Awareness Through Interest in Decisionson on Buying Halal 

Food Product”, Jurnal of Islam Economics, Finance and Banking, E-ISSN-2598-0955 

Vol. 3, No. 1, Mei 2019, h. 71-77 
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Tabel 0.4 

Penelitian Yang  Relevan 

No Peneliti Judul Metode Hasil 

a b C d e 

1 Nurrahmi 

Hayani 

(2019) 

Pengaruh 

Sertifikasi Halal 

Dan Bahan 

Makanan 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk Makanan 

Oleh Ibu Rumah 

Tangga Muslim 

Di Pekanbaru 

Data 

kuesioner dan 

analisis regresi 

linear 

berganda 

- Bahan 

makanan 

berpengaruh 

secara 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

produk 

makanan oleh 

ibu rumah 

tangga 

muslim di 

Kelurahan Air 

Putih 

Kecamatan 

Tampan 

Pekanbaru 

- Sertifikasi 

halal dan 

bahan 

makanan 

berpengaruh 

secara 

simultan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

produk 

makanan oleh 

ibu rumah 

tangga 

muslim di 

Kelurahan Air 

Putih 

Kecamatan 

Tampan 

                                                                                                                             
Manajemen Universitas Muhammadiyah Bengkulu”, Jurnal Skripsi Manajemen, 6 
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Pekanbaru 

2 Faradella 

Harum 

Prasetyo, 

Moch Khoirul 

Anwar (2021) 

Pengaruh 

Labelisasi Halal 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk Air 

Minum Dalam 

Kemasan 

(AMDK) Pada 

Masyarakat 

Muslim 

Kabupaten 

Tulungagung 

Kuantitatif, 

deskriptif, 

analisis 

inferensia, 

sample 

konvenienci 

sampling dan 

kuisioner 

- Labelisasi 

halal 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan dan 

pembelian 

produk air 

minum dalam 

kemasan pada 

masyarakat 

muslim 

Kabupaten 

Tulungagung 

- Hendaknya 

uamt muslim 

Kabupaten 

Tulungagung 

memperhatika

n kehalalan 

produk 

makanan, 

minuman, 

obat-obatan 

dan kosmetika 

3 Nurul Lisani 

(2018) 

Analisis 

Pengaruh 

Labelisasi Halal 

Produk-Produk 

Konsumsi 

Terhadap 

Preferensi 

Konsumsi Pada 

Mahasiswa FEB 

USU 

Uji korelasi 

spearman 

rank, uji 

validitas, 

realibilitas, 

asosiatif, 

primer dan 

sekunder 

- Dengan 

adanya 

labelisasi 

halal pada 

produk 

konsumsi 

pada 

mahasiswa 

muslim FEB 

USU semakin 

tinggi 

kecenderunga

n mahasiswa 

memilih 

mengkonsums

i produk 

tersebut 

- Jawaban 

positif 
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responden 

terhadap 

labelisasi 

halal adalah 

penrnyataan 

bahwa produk 

yang memiliki 

label halal 

memberikan 

keamanan 

bagi 

konsumen 

dalam 

mengkonsums

i suatu produk 

4 Maryani et al. 

(2020) 

Sertifikasi Halal 

Produk Air 

Minum Dalam 

Kemasan 

Menurut 

Undang-undang 

Nomor 33 Tahun 

2014 Tentang 

Jaminan Produk 

Halal 

Kualitatif, 

sosiologis / 

empiris, 

observasi, 

wawancara 

dan 

dokumentasi 

- Kinerja 

Kementerian 

Agama 

BPJPH 

melakukan 

registrasi 

pengajuan 

permohonan 

sertifikat halal 

dan 

penerbitan 

sertifikat halal 

- LPPOM 

melakukan 

penelitian, 

pengkajian 

dan 

pemeriksaan 

terhadap 

produk 

pangan, obat-

obatan dan 

kosmetika 

- MUI 

menetapkan 

kehalalan atau 

ketidakhalalan 

suatu produk 

serta aspek 

syariah 

lainnya. 
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5 Ahda Segati 

(2018) 

Pengaruh 

Persepsi 

Sertifikasi Halal, 

Kualitas Produk 

Dan Harga 

Terhadap 

Persepsi 

Peningkatan 

Penjualan 

Kuantitatif, 

regresi linear 

berganda 

- Terdapat 

pengaruh 

simultan 

variabel 

sertifikat 

halal, kualitas 

produk dan 

harga 

berpengaruh 

yang 

signifikan 

terhadap 

peningkatan 

penjualan 

aqiqah 

katering Nurul 

Hayat 

Yogyakart 

6 Zakiya Ulin 

Nukha, Rini 

Rahayu 

Kurniati, 

Ratnanikin 

Hardati 

(2021) 

Pengaruh 

Sertifikasi Halal, 

Harga Dan 

Kualitas Produk 

Terhadap 

Kepuasan 

Konsumen 

Melalui 

Keputusan 

Pembelian Studi 

Pada Konsumen 

Produk Herbal 

HPAI Di 

Kecamatan 

Ponco Kusumo 

Kuantitatif, 

kuisioner, 

analisis path 

- Terdapat 

pengaruh 

simultan 

variabel 

sertifikasi 

halal, harga, 

kualitas 

produk dan 

keputusan 

pembelian 

terhadap 

kepuasan 

konsumen 

- Secara parsial 

terdapat 

pengaruh 

antara 

variabel 

sertifikasi 

halal dan 

kualitas 

produk baik 

terhadap 

kepuasan 

konsuemn 

maupun 

keputusan 

pembelian 
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- Terdapat 

variabel 

mediasi, 

namun pada 

variabel harga 

tidak terdapat 

pengaruh 

parsial 

maupun 

variabel 

mediasi 

 

7 Eka Dyah 

Setyaningsih, 

Sofyan 

Marwansyah 

(2019) 

The Effect of 

Halal 

Certification and 

Halal Awareness 

Through Ineterst 

in Decisions on 

Buying Halal 

Food Product 

Teknik 

analisis, sem, 

kuesioner 

denagn skala 

likert 

- Pengaruh 

sertifikasi 

halal terhadap 

minat 

konsumen 

berpengaruh 

positif 

- Sertifikasi 

halal 

berpengaruh 

terhadap 

minat 

konsumen 

dalam 

mengkonsums

i produk 

makanan 

secara positif 

- Pengaruh 

kesadaran 

halal terhadap 

keputusan 

konsumen 

dalam 

mengonsumsi 

produk 

makanan 

halal, 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

keputusan 

konsumen 

- Responden 
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yang 

menggunakan 

produk 

makanan halal 

di daerah 

Jakarta 

Selatan dan 

Bogor sebesar 

54% untuk 

wanita, 46% 

untuk pria 

- Pria dan 

wanita sangat 

memperhatika

n keputusan 

menggunakan 

makanan 

produk halal 

8 Dano 

Apriansya 

(2021) 

Pengaruh 

Sertifikasi Halal, 

Harga Dan 

Kualitas Produk 

Terhadap 

Keputusan 

Pembelian 

Produk 

Kosmetika 

Wardah Pada 

Mahasiswa 

Manajemen 

Universitas 

Muhammadiyah 

Bengkulu 

Sampel 

menggunakan 

rumus slovin 

kuesioner, 

data regresi 

berganda 

- Variabel 

sertifikasi 

halal 

berpengaruh 

positif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

- Harga 

berpengaruh 

negatif dan 

signifikan 

terhadap 

keputusan 

pembelian 

- Serta kualitas 

produk 

berpengaruh 

positif 

terhadap 

keputusan 

pembelian 
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D. Kerangka Pemikiran 

Dari penjelasan diatas, maka kerangka pemikirannya adalah 

sebagai berikut : 

 

Tabel 0.5 

Kerangka Pemikiran 
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